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Buku ini berjudul Hak Asasi Manusia dan Peradilan 
HAM, merupakan materi dalam seputar permasalahan Hak 
Asasi Manusia, berseiring dengan perkembangan kehidupan 
demokrasi yang hendak menata ulang hubungan antara 
para pengemban kekuasaan negara dan warga negara, 
memang merupakan permasalahan yang selalu aktual untk 
diperbincangkan, perbincangan diseputar persoalan seberapa 
luaskah kebebasan warga negara itu dan juga seputar regulasi 
yang ada baik diindonesia maupun yang ada dalam dokumen-
dokumen internasional dan proses penegakan hukumnya serta 
penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia melalui Peradilan 
HAM.
Materi dalam Buku ini juga penulis ambil dari beberapa sari 
materi yang diterima Penulis saat mengikuti Pelatihan Kursus 
Dasar Hukum Humaniter Internasiolan kerja sama UNDIP-
ICRC di Semarang tahun 2009. Harapannya dengan ditulisnya 
buku ini semakin memperluas pengetahuan mahasiswa sehingga 
memiliki pemahaman dan pengetahuan persoalan-persoalan 
seputar Hak Asasi Manusia, selain itu buku ini juga untuk 
membantu mahasiswa dalam memahami Hak asasi Manusia 
KATA 
PENGANTAR
iv Hak Asasi Manusi dan Peradilan HAM
dan regulasinya, buku ini juga diterbitkan untuk melengkapi 
referensi dari mahasiswa yang kesulitan dalam mendapatkan 
buku seputar Hak Asasi Manusia, buku ini juga diharapkan 
membantu masyarakat yang berminat untuk memahami 
masalah Hak Asasi Manusia.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam 
penyusunan buku ini, oleh karenanya penulis masih 
membutuhkan masukan agar buku ini menjadi lebih baik.
Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua 
pihak-pihak yang membantu terbitnya buku ini, semoga 
terbitnya buku ini memberikan kontribusi agar masyarakat lebih 
memahami masalah Hak Asasi Manusia dan Peradilan HAM.
      Tegal,   Juli 2019





BAB I Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia
A. Sejarah Singkat Lahirnya Hak Asasi Manusia ......1
B.  Pengertian Hak Asasi Manusia ............................5
C. Teori-Teori Dalam Hak Asasi Manusia .............12
D. Asas-Asas Dasar Hak Asasi Manusia ..................15
BAB II Regulasi Hak Asasi Manusia
A. Ham Dalam Pancasila Dan Undang-Undang 
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia  
Tahun 1945 ......................................................19
B. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun  
1999 Tentang HAM .........................................21
C. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
(Universal Declaration Of Human Rights) ..........23
D.  Konvensi-Konvensi Lainnya ..............................27
vi Hak Asasi Manusi dan Peradilan HAM
BAB III Hak-Hak Dasar Manusia
A. Hak-Hak Dasar Manusia
BAB IV Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
A. Sejarah Pembentukan Komisi Nasional  
Hak Asasi Manusia ...........................................39
B. Tujuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia .....41
C. Fungsi Pengkajian, Penelitian, Penyuluhan, 
Pemantauan, Dan Mediasi Tentang Hak Asasi 
Manusia ............................................................43
D. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia .......46
E. Kewajiban Dan Hak Anggota Komisi Nasional  
Hak Asasi Manusia .................................................48
F. Laporan Dan Pengaduan ...................................49
G. Perlindungan Terhadap Pengadu .......................51
H. Partisipasi Masyarakat .......................................52
BAB V Pengadilan Hak Asasi Manusia
A.  Latar Belakang Pembentukan Pengadilan HAM ...55
B. Asas-Asas ..........................................................58
C. Lingkup Kewenangan Pengadilan Hak Asasi 
Manusia ............................................................61
D. Pengadilan HAM Ad Hoc .................................63
BAB VI Hukum Acara Peradilan Hak Asasi Manusia
A. Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan  
dan Penahanan ..................................................68
B. Pemeriksaan Disidang Pengadilan .....................82
C. Ketentuan Pidana .............................................88
D. Pertanggungjawaban Komandan Militer ...........91
Daftar Bacaan 
Profil Penulis 
Di dalam pokok bahasan ini akan diuraikan berturut – 
turut mengenai Sejarah singkat lahirnya Hak Asasi Manusia, 
pengertian Hak Asasi Manusia, teori–teori Hak Asasi Manusia 
dan Asas – Asas Dasar Hak Asasi Manusia.
A. SEJARAH SINGKAT LAHIRNYA HAK ASASI 
MANUSIA
Manusia adalah mahkluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, 
dan memiliki derajat luhur sebagai manusia, memiliki budi, 
karsa yang merdeka sendiri. Semua manusia memiliki Harkat, 
martabat dan derajat yang sama, dan memiliki hak-hak yang 
sama pula. Derajat manusia yang luhur berasal dari Tuhan 
yang menciptakannya. Sebagai mahkluk ciptaan Tuhan Yang 
Maha Esa, semua manusia memiliki hak-hak yang sama sebagai 
manusia. Hak-hak yang sama sebagai manusia inilah yang sering 
disebut hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-
hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya.
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Pada hakikatnya hak asasi manusia lahir bersama-sama 
dengan manusia artinya semenjak manusia ada permasalahan 
Hak Asasi manusia sudah muncul, kalau kita perhatikan sejarah 
dunia, dimana bangsa-bangsa Eropa pernah menjajah negara-
negara dibenua Asia, Afrika, Australia dan Amerika dan ini 
adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi 
Manusia. Penjajahan dalam praktek bukan hanya dilakukan 
oleh bangsa asing, melainkan juga dilakukan oleh bangsa sendiri, 
di inggris masalah Hak Asasi Manusia pertama kali timbul 
dengan lahirnya Magna Charta (1215) yang dilatar belakangi 
masalah makanan gandum, disusul dengan Bill of Rights 
(1689), Declaration Des Droit De L’Home et du Citoyen (1789), 
Declaration of Independent (1976), dan Universal Declaration 
of Human Rights (1948). Beberapa perangkat hak - hak asasi 
manusia regional seperti Konvensi Eropa mengenai hak – hak 
asasi, Konvensi Amerika tentang hak - hak asasi manusia dan 
piagam Afrika mengenai hak-hak asasi manusia dan hak-hak 
rakyat, telah di ilhami oleh pernyataan umum tentang hak-hak 
asasi manusia dan usaha PBB yang lain.
Perkembangan konsep Hak Asasi Manusia ditelusuri secara 
historis berawal dari dunia Barat dimulai dari abad XVII sampai 
dengan abad XX.Pada abad XVII, Hak Asasi Manusia berasal 
dari hak kodrat (natural rights) yang mengalir dari hukum 
kodrat (natural law). Dua hak yang sangat ditonjolkan adalah 
kebebasan politik (political freedom) dan hak untuk ada (rights 
to be). Hal ini dipengaruhi keadaan masa sebelumnya dalam 
kehidupan bernegara yang absolut. Pada abad XVIII, hak 
kodrat dirasionalkan melalui konsep kontrak sosial dan mebuat 
hak tersebut menjadi sekular, rational, universal, individual 
demokratik dan radikal. Dua hak yang sangat ditonjolkan adalah 
kebebasan sipil (civil libertis) dan hak untuk memiliki (rights to 
have). Pada abad XIX masuk pemikiran sosialisme yang lebih 
memberikan penekanan pada masyarakat (society).Pada masa ini 
lahir fungsi sosial dan hak-hak individu. Dua hak yang sangat 
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ditonjolkan adalah hak untuk berpartisipasi (participation rights) 
dan hak untuk berbuat (rights to do). Pada abad XX ditandai 
dengan usaha untuk mengkonversikan hak-hak individu yang 
sifatnya kodrat menjadi hak-hak hukum (form natural human 
rights into positive legal rights).
Pada hakikatnya hak asasi manusia lahir bersama-sama 
dengan manusia artinya semenjak manusia ada permasalahan 
Hak Asasi manusia sudah muncul, kalau kita perhatikan sejarah 
dunia, dimana bangsa-bangsa Eropa pernah menjajah negara-
negara dibenua Asia, Afrika, Australia dan Amerika dan ini 
adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi 
Manusia. Penjajahan dalam praktek bukan hanya dilakukan 
oleh bangsa asing, melainkan juga dilakukan oleh bangsa sendiri, 
di inggris masalah Hak Asasi Manusia pertama kali timbul 
dengan lahirnya Magna Charta (1215) yang dilatar belakangi 
masalah makanan gandum, disusul dengan Bill of Rights 
(1689), Declaration Des Droit De L’Home et du Citoyen (1789), 
Declaration of Independent (1976), dan Universal Declaration 
of Human Rights (1948). Beberapa perangkat hak - hak asasi 
manusia regional seperti Konvensi Eropa mengenai hak – hak 
asasi, Konvensi Amerika tentang hak - hak asasi manusia dan 
piagam Afrika mengenai hak-hak asasi manusia dan hak-hak 
rakyat, telah di ilhami oleh pernyataan umum tentang hak-hak 
asasi manusia dan usaha PBB yang lain.
Pada tahun 1945, ketika piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 
ditadatangani di San Fransisco tumbuh pemikiran adanya hak-
hak asasi manusia yang perlu dijunjung tinggi sebagai hak asasi 
dan menjadi tanggung jawab internasional, yang sebelumnya 
hanya dipandang sebagai urusan dari masing-masing negara. 
Salah satu tujuan pembentukan piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa adalah untuk memupuk, melindungi dan menghormati 
hak asasi dan kemerdekaan yang mendasar untuk semua orang 
tanpa membedakan golongan, bangsa, bahasa, jenis kelamin, 
agama atau status lainnya.
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Pada tahun 1946 Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk 
Komisi Hak-Hak Asasi Manusia dengan tugas merumuskan 
rancangan ketentuan Internasional tentang Hak-Hak Asasi 
Manusia yang kemudian pada tahun 1948 Perserikatan Bangsa-
Bangsa mengeluarkan Universal Declaration of Human Rights 
yang menetapkan hak-hak yang tidak bisa diabaikan atau 
dirampas dan hak-hak yang tidak bisa di ganggu gugat. Universal 
Declaration of Human Rights ditindak lanjuti oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa dengan pembentukan dua konvenan dan satu 
protokol seluruhnya dinamakan International Bill of Human 
Rights, yaitu:
1. Universal Declaration of Human Rights ;
2. International Covenant on Economic, social and Cultural 
Rights ;
3. International Covenan on Civil and Political Rights and 
optional Protocol for the Covenan on Civil and political Rights.
Dua kovenan (Covenan) dan satu protocol opsional 
optional protocol) diterima pada tanggal 16 Desember 1966 
oleh sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kepada 
anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi kesempatan untuk 
meratifikasinya. Kedua kovenan yang berkaitan dengan 
Universal Declaration of Human Rights berisi ketentuan-
ketentuan yang mengikat bagi Negara yang meratifikasinya 
dengan maksud untuk memberi perlindungan kepada pribadi 
manusia tentang hak (Rights) dan kebebasan (Freedoms). Hak 
merupakan pengejawantahan dari martabat manusia (dignity 
of the Human person ) dan kebebasan merupakan pengakuan 
terhadap kebebasan mendasar umat manusia, yang tercermin 
dalam kebebasan berpikir, beragama dan bebas dari ketakutan 
dan kesengsaraan. Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 
belum atau tidak meratifikasi kovenan tidak terikat untuk 
melaksanakannya, tetapi mempunyai tanggung jawab moral 
untuk menghormati pelaksanaannya.
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Setelah kejadian yang bersejarah ini Majelis Umum 
minta kepada semua Negara anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa untuk mengumumkan teks pernyataan tersebut dan 
berusaha untuk menyebarkannya, mempertunjukkannya, 
membuatnya dibaca dan diterangkan di sekolah-sekolah dan 
badan-badan pendidikan yang lain, dengan tidak mengadakan 
perbedaan berdasarkan status politik dari Negara atau wilayah. 
Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa 
mempunyai tanggung jawab moral untuk menghormati 
ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut.
B.  PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA
Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal 
budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan 
untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan 
membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam 
menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurani tersebut 
manusia mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan 
sendiri tentang perilaku dan perbuatannya. Kebebasan dasar dan 
hak-hak dasar itulah yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia 1.
Berikut beberapa pendapat para ahli memberikan pengertian 
dan mendefinisikan tentang Hak Asasi Manusia (HAM)2 :
John Locke
Hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan 
sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki 
manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari 
hakikatnya, sehingga sifatnya suci.
1 Penjelasan atas undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
2	 Pengertian	dan	definisi	dari	beberapa	ahli	tersebut	diambil	penulis	dalam	tulisan	
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Austin-Ranney
HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan 
secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh 
pemerintah.
A.J.M. Milne
HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia 
di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan 
keberadaannya sebagai manusia.
Jan Materson
Jan Materson dari Komisi HAM PBB dalam Teaching 
Human Right United Nations, menegaskan bahwa hak asasi 
manusia adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang 
tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
David Beetham dan Kevin Boyle
HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental adalah hak-
hak individual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta 
kapasitas-kapasitas manusia.
C. de Rover
HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai 
manusia. Hakhak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap 
orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. 
Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar, tetapi tidak pernah 
dapat dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum, ini berarti 
bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia 
dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional di banyak negara 
di dunia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok 
yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa. Hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan 
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. 
Hak asasi manusia bersifat universal dan abadi.
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Haar Tilar
HAM adalah hak yang melekat pada diri tiap insan, apabila 
tiap insan tidak memiliki hak-hak itu maka setiap insan tersebut 
tidak bisa hidup seperti manusia. Hak tersebut didapatkan pada 
saat sejak lahir ke dunia.
Peter R. Baehr
Definisi hak asasi manusia adalah hak dasar yang bersifat 
mutlak dan harus dimiliki oleh setiap insan di dunia guna 
perkembangan dirinya.
Karel Vasak
Hak asasi manusia merupakan 3 generasi yang didapat 
dari revolusi Prancis. Karel Vasak mengistilahkan generasi hal 
ini karena yang dimaksud untuk merujuk pada inti serta ruang 
lingkup dari hak yang menjadi suatu prioritas utama dalam 
beberapa kurun waktu tertentu.
Shaw
HAM adalah jika wacana publik masyarakat global dimasa 
damai itu dapat dikatakan memiliki bahasa moral yang umum, 
itu merupakan hak asasi manusia. Walaupun demikian, klaim 
yang kuat itu dibuat oleh adanya doktrin hak asasi manusia agar 
dapat terus memunculkan sikap perdebatan dan skeptis tentang 
sifat, isi dan pembenaran hak asasi manusia sampai berada 
dijaman sekarang ini. Memang, pertanyaan mengenai apa yang 
diartikan dengan “hak” itu memiliki kontroversi dan masih 
menjadi perdebatan yang terus-menerus secara filosofis.
G.J Wolhos
Hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang sudah 
mengakar serta melekat dalam diri setiap manusia dunia dan hak-
hak tersebut tidak boleh dihilangkan, karena menghilangkan 
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hak asasi manusia orang lain sama saja sudah menghilangkan 
derajat kemanusiaan.
Leah Kevin
Konsepsi mengenai HAM mempunyai 2 makna dasar. 
Yang pertama adalah bahwa hak-hak hakiki serta tidak dapat 
dipisahkan menjadi hak seseorang hanya karena ia adalah 
manusia. Hak tersebut merupakan hak moral yang berasal dari 
keberadaannya sebagai seorang manusia. Makna yang kedua dari 
HAM adalah hak-hak hukum, baik itu secara nasional ataupun 
internasional.
Jack Donnely
Hak asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-
mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan 
karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan 
hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya 
sebagai manusia dan hak itu merupakan pemberian dari tuhan 
yang maha esa.
Thomas Hobbes
Ia berpendapat bahwa satu-satunya hak asasi manusia 
adalah hak hidup.
Piagam Hak Asasi Internasional 
Konsepsi HAM yang tercantum dalam Universal 
Declaration of Human Rights (UDHR) sebenarnya merupakan 
perkembangan dari ajaran F.D. Roosevelt, yaitu The four 
Freedom yang terdiri atas:
• Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkarya
• Kebebasan beragama
• Kebebasan dari rasa takut
• Kebebasan dari kemiskinan
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Franz Magnis- Suseno
Definisi HAM menurutnya adalah hak-hak yang dimiliki 
manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat. 
Jadi bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan 
berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya 
karena ia manusia.
Miriam Budiardjo
Miriam Budiardjo membatasi pengertian hak-hak asasi 
manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh 
dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya 
di dalam masyarakat.
Oemar Seno Adji
Menurut Oemar Seno Adji yang dimaksud dengan hak-hak 
asasi manusia ialah hak yang melekat pada martabat manusia 
sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak 
boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan 
suatu holy area.
Prof. Koentjoro Poerbopranoto
Menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto, hak asasi manusia 
adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang telah dimiliki 
setiap manusia dengan berdasarkan kodratnya yang tidak dapat 
bisa dipisahkan sehingga HAM bersifat suci.
Mahfudz M.D.
HAM merupakan hak yang sudah melekat pada martabat 
setiap manusia dan hak tersebut sudah dibawa pada saat sejak 
lahir ke dunia dan pada hakikatnya hak tersebut memiliki sifat 
kodrati.
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Muladi
Hak asasi manusia adalah segala hak pokok atau mendasar 
yang melekat pada diri setiap manusia dalam kehidupannya.
Komnas HAM
HAM adalah Hak asasi manusia yang mencakup dari 
berbagai bidang kehidupan manusia, baik itu sipil, politik, sosial 
dan kebudayaan, ataupun ekonomi. Bidang-bidang tersebut 
tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Hak-hak 
asasi politik dan sipil tidak mempunyai makna apabila rakyat 
masih harus saja bergelut dengan kemiskinan serta penderitaan. 
Tetapi, pada lain pihak, persoalan kemiskinan, keamanan, dan 
alasan yang lainnya tidak dapat digunakan untuk melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia serta kebebasan politik dan sosial 
masyarakat. HAM tidak mendukung adanya individualisme, 
melainkan membendungnya dengan cara melindunginya 
individu, kelompok, ataupun golongan , di tengah-tengah 
kekerasan kehidupan yang modern. Hak asasi manusia 
merupakan tanda solidaritas yang bersifat nyata dari suatu 
bangsa dengan warganya yang lemah.
Prof. Koentjoro Poerbopranoto
Hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar. 
Hak yang telah dimiliki setiap manusia dengan berdasarkan 
kodratnya yang tidak dapat bisa dipisahkan sehingga HAM 
bersifat suci.
Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998
Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998, hak asasi manusia 
adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya 
kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan 
berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, 
11Pengertian Dan  Ruang Lingkup  Hak Asasi Manusia
perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh 
diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun.
Prof. Padmo wahyono
Pengertian HAM (Hak Asasi manusia) adalah hak yang 
memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan 
martabat tertentu.
KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional 
(yaitu deklarasi PBB Declaration of Human Rights), seperti hak 
untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk 
mengeluarkan pendapat
Prof Darji Darmodihardjo
Pengertian HAM (hak asasi manusia) adalah hak hak dasar 
atau hak hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai 
anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi dasar dari hak hak 
dan kewajiban kewajiban yang lain.
Carol C. Gould 
HAM adalah meliputi hak fundamental atau dasar, yaitu 
hak untuk hidup dan hak untuk bebas atau merdeka, dikatakan 
bersifat dasar karena merupakan kondisi yang perlu bagi setiap 
tindakan manusia dan dipersyaratkan adanya guna mewujudkan 
hak-hak lain
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia
Pengertian Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 butir (1) 
undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia adalah “ Seperangkat hak yang melekat pada hakikat 
manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 
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anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 
dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang 
demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat 
manusia.” , disamping definisi tersebut juga ditegaskan pula 
dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) bahwa “ 
semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta 
hak-hak yang sama. Mereka sebagai manusia telah dikaruniai akal 
dan hati nurani dan kehendak saling mengenal, bergaul satu sama 
lainnya dalam semangat persaudaraan.”.
Berdasarkan pada definisi tersebut diatas, maka hak asasi 
merupakan hak dasar yang melekat pada martabat manusia yang 
ada secara otomatis, dan tidak tergantung pada pengakuan dan 
penerapannya didalam sistem hukum, namun untuk menjamin 
pelaksanaan perlu diatur dalam seperangkat hukum dengan kata 
lain hak-hak asasi manusia ini mengimplikasikan kewajiban bagi 
individu ataupun pemerintah. 
C. TEORI-TEORI DALAM HAK ASASI MANUSIA
Teori HAM cenderung berlaku diantara dua spektrum, 
yakni yang berdasarkan pada teori hukum alam dan berlandaskan 
pada teori relativisme budaya, berdasarkan teori alam setidaknya 
terdapat 3 pandangan yang berkaitan dengan HAM, yaitu :
1. HAM dimiliki secara alami oleh setiap orang berdasarkan 
bahwa seseorang dilahirkan sebagai manusia;
2. HAM diberlakukan secara universal kepada setiap orang 
tanpa memandang lokasi geografisnya;
3. HAM tidak membutuhkan tindakan atau program dari 
pihak lain, apakah mereka individu, kelompok, atau 
pemerintah.
Menurut pandangan kalangan positivisme HAM tidak 
keluar dari manapun HAM dijamin oleh konstitusi atau 
Undang-Undang, hal ini tercermin dalam pandangan Jeremy 
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Bantham, disatu sisi pandangan tersebut mungkin benarkarena 
dalam banyak negara HAM diatur didalam konstitusi atau 
Undang-Undang, namun gagasan ini dapat juga berbahaya bila 
suatu negara diperintah oleh suatu rezim yang otoriter. Hasil 
yang nyata ialah bahwa hukum-hukum yang diberlakukan 
mungkin saja bersifat tidak adil atau represif. Ini merupakan 
gambaran yang justru bertentangan dengan HAM, fakta historis 
menunjukan bahwa Hitler dan Nazinya bersikap otoriter dan 
fasis yang melanggar dan memanipulasi pandangan kaum 
positivisme.
Karena berbagai pelanggaran tersebut, pandangan hukum 
alam baru mendapatkan momentum kembali setelah perang 
dunia ke II dan secara subtantif terakomodasi dalam 20 pasal 
Universal Declaration of Human Rights, namun ada penolakan 
lain atas pandangan hukum alam tersebut yakni:
1. datang dari pendukung teori relitivitisme budaya (Cultural 
Relativism). menurut pendukung teori ini bahwa teori 
hukum alam dan penekanannya pada universalitas 
merupakan suatu penekanan dari suatu budaya yang lain, 
dan memberinya label imperialisme budaya (Cultural 
imperialism). 
2. Menurut kalangan relativis budaya tidak ada HAM yang 
bersifat universal dan teori hukum alam mengabaikan 
dasar masyarakat dari identitas individu sebagai manusia, 
karena seseorang manusia selalu menjadi produk dari 
beberapa lingkungan sosial budaya, berdasarkan teori ini 
tradisi yang berbeda dari budaya dan peradaban membuat 
manusia menjadi berbeda. Karenanya HAM yang barlaku 
bagi semua orang pada segala waktu dan tempat akan dapat 
dibenarkan jika manusia mengalami keadaan desosialisasi 
dan dekulturasi.
3. Penolakan terhadap hukum alam datang dari kalangan 
pendukung Doktrin Marxis, yang menolak teori tentang 
asal usul HAM yang bersifat alami. Menurut kaum marxis, 
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negara atau kolektivitas merupakan tempat penyimpanan 
dari semua HAM dan HAM individu baru dapat diakui 
jika diperkenankan oleh negara atau kelompok, menurut 
pandangan kaum marxis semua HAM didapatkan dari 
negara dan tidak secara alami dimiliki oleh manusia 
berdasarkan atas kelahirannya.
4. penolakan atas teori alam yang berpandangan bahwa HAM 
merupakan hak-hak yang bersifat negatif juga datang dari 
kalangan yang percaya bahwa dikotomi yang diletakkan 
oleh kalangan yang meletakkan HAM dalm konteks positif 
maupun negatif telah ketinggalan.
Menurut CAROL C. GOULD HAM adalah meliputi 
hak fundamental atau dasar, yaitu hak untuk hidup dan hak 
untuk bebas atau merdeka, dikatakan bersifat dasar karena 
merupakan kondisi yang perlu bagi setiap tindakan manusia 
dan dipersyaratkan adanya guna mewujudkan hak-hak lain. 
Dari hak-hak dasar ini kemudian diturunkan hak-hak lain, hak 
untuk hidup menurunkan:
a.  hak untuk tidak dibunuh (hak untuk dilindungi);
b. hak terhadap derajat kesehatan yang memadai untuk 
mempertahankan hidupnya;
c.  hak untuk tidak terancam lingkungan;
d.  hak untuk tidak dicederai, yakni hak terhadap integritas 
tubuh dan keamanan fisik dari kekerasan orang lain;
e.  hak untuk damai.
Hak untuk merdeka atau bebas mengandung dua hak, 
yaitu :
1.  hak kebebasan negatif yakni hak yang melindungi dari 
gangguan terhadao kemerdekaan. Ini merupakan hak 
sipil dan politik, contohnya hak kebebasan berbicara, 
mengemukakan pendapat, hak berhimpun, hak perlakuan 
yang adil, hak suara, hak untuk terlepas dari domonasi dan 
eksploitasi;
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2.  hak kebebasan positif yakni hak yang memberikan 
kesempatan atau kondisi untuk mengekspresikan 
kebebasan itu sebagai pengembangan diri, contohnya hak 
untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sosial, 
ekonomi, budaya, dan politik, hak pengakuan sebagai 
pribadi oleh orang lain, hak untuk memiliki.
D. ASAS-ASAS DASAR HAK ASASI MANUSIA
Undang-undang nomor 39 tahun 1999 menganut beberapa 
Asas-Asas Dasar Manusia yang tercantum dalam pasal-pasalnya:
Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan 
dasar Manusia (Pasal 2)
Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung 
tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai 
hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari 
manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan 
demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, 
kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
Harkat dan Martabat Manusia (Pasal 3)
Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat 
manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati 
nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
dalam semangat persaudaraaan. Setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang 
adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama 
di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak 
asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi
Hak perlindungan individu (pasal 4)
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan 
pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
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diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan 
di hadapan hukum (equality before law), dan hak untuk tidak 
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut kecuali dalam hal 
pelanggaran HAM Berat.
Hak-hak tersebut adalah hak hak manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan keadaan apapun, termasuk dalam 
keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat, 
dan hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun 
juga baik negara, pemerintah, dan atau anggota masyarakat.
Hak memperoleh dan menuntut perlakuan yang sama 
(pasal 5) 
Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak 
menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang 
sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. 
Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang 
adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. Setiap 
orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak 
memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan 
dengan kekhususannya.
Perlindungan masyarakat hukum adat (pasal 6)
Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan 
kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan 
dan dilindungi oleh hukum,masyarakat, dan Pemerintah. 
Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas 
tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
Upaya hukum nasional dan forum internasional  
(pasal 7)
Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya 
hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran 
hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan 
hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah 
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diterima negara Republik Indonesia. Ketentuan hukum 
internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia 
yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.
Menurut asas ini mereka yang ingin menegakkan Hak 
Asasi Manusia dan kewajiban Dasar Manusia wajib menempuh 
semua upaya hukum pada tingkat nasional terlebih dahulu ( 
Exchaustion of Local Remedies) sebelum menggunakan forum 
regional ataupun internasional. Kecuali bila hal itu tidak 
mendapat tanggapan dari forum nasional dan oleh karena itu 
dapat menggunakan ketentuan hukum internasional. Tindakan 
ini dilakukan baik untuk memberi kesempatan kepada negara 
untuk memperbaiki kesalahannya menurut sistem hukumnya 
dan untuk mengurangi tuntutan-tuntutan internasional 3.
Tanggung jawab Pemerintah (pasal 8)
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 
asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. 
Pemajuan yang dilakukan pemerintah adalah dengan usaha-
usaha melakukan ratifikasi instrumen-instrumen Hak Asasi 
Manusia internasional, sosialisasi, dan desiminasi Hak Asasi 
Manusia ataupun mereseplier ketentuan-ketentuan tentang 
Hak Asasi kedalam hukum indonesia4
3	 Shaw	Malcolm	 N.,	 International law,	 london:	 butterworths,	 1986	 dalam	 buku	
Huala	Adolf,	 SH.,1990,	Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional,	 PT.	
RajaGrafindo	Persada,	jakarta.	Hal.188









A. HAM DALAM PANCASILA DAN UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Indonesia sebagai negara hukum terus melakukan langkah – 
langkah sosialisasi pentingnya penghargaan dan penghormatan 
pada hak asasi setiap manusia. Indonesia sebagai anggota 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung 
jawab moral dan hukum menjunjung tinggi dan melaksanakan 
Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan 
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai Instrumen 
Internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia yang telah 
diterima oleh negara Republik Indonesia, Salah satu bentuk 
perlindungan pemerintah dalam rangka menghargai dan 
menghormati Hak Asasi Manusia adalah dengan mengeluarkan 
aturan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, dalam bab 
ini akan dibahas beberapa aturan-aturan yang memuat dan 
mengatur tentang Hak Asasi Manusia.
Sesungguhnya hak-hak asasi manusia bukan merupakan hal 
yang asing bagi bangsa Indonesia. Perjuangan melepaskan diri 
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dari belenggu penjajah asing selama beratus-ratus tahun adalah 
perjuangan untuk penentuan nasib sendiri sebagai perwujudan 
hak asasi manusia yang paling mendasar. Komitmen Indonesia 
dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh 
wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila, khususnya pada 
sila kedua yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta pasal-
pasal yang relevan dalam UUD l945 yang dirumuskan sebelum 
dicanangkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun l948. Disamping itu 
nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama bangsa Indonesia 
juga menjadi sumber komitmen bangsa Indonesia dalam 
pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
Upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di 
Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kesatupaduan, 
keseimbangan dan pengakuan atas kondisi nasional. Prinsip 
kesatupaduan berarti bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, 
sosial, budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan 
yang tidak dapat dipisah-pisahkan baik dalam penerapan, 
pemantauan, maupun dalam penilaian pelaksanaannya, Prinsip 
keseimbangan mengandung pengertian bahwa di antara hak-
hak asasi manusia perorangan dan kolektif serta tanggung 
jawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan 
keseimbangan dan keselarasan
HAM dalam UUD 1945 sebelum amandemen Terdapat 
dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31 dan 34, sedangkan dalam UUDS 
Tahun 1950 sebagian besar pasal yang tercantum didalamnya 
hampir sama dengan yang tercantum dalam UDHR, setelah 
amandemen ke-2 HAM dalam UUD NKRI 1945 terdapat 
dalam bab XA, pasal 28 A s/d 28 J yang merupakan Hak Sipil 
dan Politik, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
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B. DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 
TAHUN 1999 TENTANG HAM
bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang 
Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara 
alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung 
jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya 
dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan 
martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya, 
hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati 
melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh 
karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan 
tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, 
selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban 
dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap 
masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 
Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk 
menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal 
tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya 
mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara 
Republik Indonesia, dalam rangka melaksanakan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian 
pemerintah membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi 
Manusia yakni undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia.
Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh negara sesuai 
dengan ketentuan undang-undang nomor 39 tahun 1999 
tentang HAM adalah :
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1. BAB II mengatur tentang Asas-Asas Dasar Manusia yang 
diatur dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 
7, dan pasal 8.
2. BAB III mengatur tentang Hak Asasi Manusia dan 
Kebebasan Dasar Manusia yang terdiri dari beberapa Sub 
Bab yakni sepuluh sub bagian yang mengatur tentang :
- bagian kesatu mengatur tentang Hak untuk Hidup 
(pasal 9);
- bagian kedua mengatur tentang Hak berkeluarga dan 
melanjutkan keturunan (pasal 10);
- bagian ketiga mengatur tentang Hak mengembangkan 
diri (pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, 
dan pasal 16);
- bagian keempat mengatur tentang Hak memperoleh 
keadilan (pasal 17, pasal 18, pasal 19);
- bagian kelima mengatur tentang Hak atas kebebasan 
pribadi (pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, 
pasal 25, pasal 26, pasal 27);
- bagian keenam mengatur tentang Hak atas rasa aman 
(pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 
33, pasal 34, pasal 25);
- bagian ketujuh mengatur tentang Hak atas 
kesejahteraan (pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, 
pasal 40, pasal 41, pasal 42);
- bagian kedelapan mengatur tentang Hak turut serta 
dalam pemerintahan (pasal 43, pasal 44);
- bagian kesembilan mengatur tentang Hak wanita 
(pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 
50, pasal 51);
- bagian kesepuluh mengatur tentang Hak anak (pasal 
52, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasal 56, pasal 57, 
pasal 58, pasal 59, pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 
63, pasal 64, pasal 65, dan pasal 66).
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Disamping dilindungi dalam bagian kesepuluh tersebut, juga 
anak dilindungi dengan undang-undang nomor 23 tahun 
2002 tentang perlindungan anak.
Disamping dilindungi hak-haknya setiap warganegara juga 
memiliki kewajiban dan juga pemerintah diberikan 
tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi Hak 
Asasi Manusia sebagaimana di atur dalam :
3. BAB IV tentang kewajiban dasar manusia (pasal 67, pasal 
68, pasal 69, dan pasal 70);
4. BAB V tentang kewajiban dan tanggungjawab pemerintah 
(pasal 71, pasal 72).
Pemerintah juga membentuk sebuah regulator sebagai wujud 
bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat yakni 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang 
bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan 
hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 
1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia; dan meningkatkan perlindungan 
dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi 
manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi 
dalam berbagai bidang kehidupan (pasal 75)
C. DALAM DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI 
MANUSIA (UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS)
Pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi berkembang 
dengan cepat bersamaan dengan perkembangan yang melaju 
hubungan antar bangsa dan proliferasi organisasi-organisasi 
regional dan multilateral global. Tentu saja PBB dan badan-
badan khusus dengan aneka ragam komisi dan komitenya yang 
merupakan motor dan sumber instrument-instrumen yang 
menyangkut hak-hak asasi manusia telah melakukan berbagai 
kegiatan.
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Sehubungan dengan itu PBB telah membagi kegiatan 
tersebut kedalam beberapa periode sebagai berikut5 :
1. periode pembentukan sistem, dari piagam PBB ke Deklarasi 
Universal HAM (1945-1948);
2. periode perbaikan sistem, yang menuju kepada pengesahan 
berbagai konvensi dan instrumet HAM internasional 
(1949-1966);
3. periode pelaksanaan sistem, yang dimulai dari pengesahan 
instrumen hingga konverensi Wina (1967-1993);
4. periode perluasan sistem, dari konverensi wina hingga 
pelaksanaan tindak lanjut (1993-1995);
5. periode menuju perlindungan HAM baru (1996-2000).
pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama 
dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah 
dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia, 
mengabaikan dan memandang rendah hak-hak asasi manusia 
telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang 
menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan 
terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap 
kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan 
dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-
cita tertinggi dari rakyat biasa. 
Hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan 
hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan 
sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan 
penindasan, pembangunan hubungan persahabatan antara 
negara-negara perlu digalakkan, bangsa-bangsa dari Perserikatan 
Bangsa-Bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam Piagam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak-hak 
dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia 
dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah 
5	 Boer	Mauna,	2000,	Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam 
Era Dinamika Global,	ALUMNI,	Bandung,	Hal.	597
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bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup 
yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas.
 Negara-Negara Anggota telah berjanji untuk mencapai 
kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum 
terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan 
asasi, dengan bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan 
tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-
sungguh dari janji ini, maka, Majelis Umum memproklamasikan 
Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia sebagai 
satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan 
semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan 
dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan 
ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk 
menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-
kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan 
progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin 
pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, 
baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri 
maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di 
bawah kekuasaan hukum mereka6. 
Hak-hak Asasi Manusia dalam Universal Declaration of 
Human Rights secara tegas disebutkan hamper disetiap pasal-
pasalnya yang berjumlah 30 pasal, ini menunjukan bahwa setiap 
manusia dilahirkan itu memiliki hak fundamental yang tidak 
dapat di rampas dan dicabit oleh manusia lainnya, makna HAM 
yang dinyatakan dadalam deklarasi tersebut mengakui manusia 
sebagai pribadi atau individu.
Hak-hak yang mendasar dalam Declaration of human Rights 
terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2 yakni: 
Pasal 1 Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai 
6 Mukadimah Universal Declaration of Human Rights 
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martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal 
dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam 
semangat persaudaraan. 
Pasal 2 Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-
kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa 
perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, 
bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal 
mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran 
ataupun kedudukan lain. Di samping itu, tidak diperbolehkan 
melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum 
atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari 
mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang 
berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada 
di bawah batasan kedaulatan yang lain. Sedangkan hak-hak 
sipil dan politik di atur dalam pasal 3 sampai pasal 21, hak-hak 
tersebut adalah :
a. hak untuk hidup;
b. hak kebebasan dan keamanan pribadi;
c. bebas dari perbudakan dan penghambaan;
d. bebas dari penyiksaaan atau perlakuan maupun hukuman 
yang kejam, tak berpreikemanusiaan ataupun yang 
merendahkan derajat kemanusiaan ;
e. hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja 
sebagai pribadi;
f. hak untuk pengampunan yang efektif;
g. bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan 
yang sewenang-wenang;
h. hak untuk peradilan yang adil dan dengan pendapat yang 
dilakukan oleh pengadilan yang independen dan tidak 
memihak;
i. hak untuk praduga tak bersalah;
j. bebas dari campur tangan sewenang-wenang terhadap 
keleluasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun 
surat-surat;
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k. bebas dari serangan kehormatan dan nama baik;
l. bebas bergerak, hak untuk memperoleh suaka, hak atas 
suatu kebangsaan, hak untuk menikah dan membentuk 
keluarga, hak mempunyai hak milik;
m. bebas berfikir, berkesadaran dan beragama, dan menyatakan 
pendapat;
n. hak untuk berhimpun dan berserikat, hak untuk ambil 
bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama 
terhadap pelayanan masyarakat.
Sedangkan hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan 
terdapat dalam pasal 22 dan pasal 27 antara lain hak atas 
jaminan sosial, hak untuk bekerja, hak untuk membentuk dan 
bergabung dengan serikat-serikat buruh, hak istirahat dan waktu 
luang, hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan 
dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi 
dalam kebudayaan masyarakat.
D.  KONVENSI-KONVENSI LAINNYA
Deklarasi Universal telah memberikan pandangan terhadap 
konvensi-konvensi, deklarasi atau dokumen lainnya mengenai 
hak-hak asasi manusia seperti :
• Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap 
Kejahatan Pemusnahan Ras (Convention on the Protection 
and Punishment of the Crime of Genocida) tahun 1948;
• Konvensi tentang status para Pengungsi (Convention 
Relating to the Status of Refugees) tahun 1951;
• Konvensi internasional mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on 
the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) tahun 
1966;
• Konvensi internasional mengenai Penghapusan Semua 
Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Convention on the 
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Elimination of All Forms Discrimination Againts Women) 
tahun 1979;
• Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 
hukuman lain yang kejam dan tidak manusiawi atau 
merendahkan martabat (Convention againts Torture and other 
Cruel, in Human or De Grading Treatmant or Punishment) 
tahun 1984;
• Konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of 
Child) tahun 1989;
• Konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial 
dan budaya (International Convenant on Economic, Social 
and cultural Rights) tahun 1966;
• Konvenan international tentang hak-hak sipil dan politik 








A.  HAK-HAK DASAR MANUSIA
Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang 
secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan 
langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan 
dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh 
siapapun, selain itu hak asasi manusia juga mempunyai 
kewajiban dasar antar manusia yang satu terhadap yang lain 
dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan 
bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagai salah bentuk 
perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia 
bangsa Indonesia telah mengesahkan berbagai aturan tentang 
hak asasi manusia, dalam bab ini akan dibahas beberapa hak-
hak dasar manusia yang diatur dalam undang-undang nomor 
39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Bahwa rnanusia adalah makhluk Tuhan Yana Maha Esa yang 
berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang 
dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi 
hak asasi dan rnemiliki tanggungjawab serta kewajiban untuk 
menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan 
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kemanusiaan, serta rnenjaga keharmonisan kehidupan. hak asasi 
manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia 
secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa yang meliputi : 
1. hak untuk hidup;
2. hak berkeluarga;
3. hak mengembangkan diri;
4. hak keadilan; 
5. hak kemerdekaan; 
6. hak berkomunikasi; 
7. hak keamanan; dan 
8. hak kesejahteraan 
Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia juga memberikan jaminan terhadap perlindungan 
Hak-hak Dasar Manusia yang meliputi :
1. hak untuk hidup;
2. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
3. hak mengembangkan diri;
4. hak memperoleh keadilan;
5. hak atas kebebasan pribadi;
6. hak atas rasa aman;
7. hak atas kesejahteraan;
8. hak turut serta dalam pemerintahan;
9. hak wanita;
10. hak anak.
yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas 
oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan 
tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan 
kehidupannya dalam masyarakat. Bahwa didorong oleh jiwa 
dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 
bangsa Indonesia mempunyai pandangan mengenai hak asasi 
dan kewajiban manusia, yang bersumber dari ajaran agama, nilai 
moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa serta berdasarkan 
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pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perserikatan 
Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 telah mengeluarkan Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human 
Rights). Oleh karena itu bangsa Indonesia sebagai anggota 
Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab 
untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi 
tersebut.
1. Hak Untuk Hidup
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup 
dan kehidupannya, sebagaimana yang tercantum dalam psal 9 
ayat (1), (2), (3) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang 
HAM :
1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup 
dan meningkatkan taraf kehidupannya;
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, 
sejahtera lahir dan batin;
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat.
Hak untuk hidup juga melekat pada bayi yang belum lahir 
atau orang yang terpidana mati akan tetapi, dalam keadaan yang 
luar biasa demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi, 
atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati 
dapat diizinkan. Hanya pada kedua hal itulah hak untuk hidup 
dibatasi.
2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana maksud 
Pasal 10 Ayat (1), (2) undang-undang nomor 39 tahun 1999 
tentang HAM :
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1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan 
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas 
kehendak bebas calon suami dan calon istri yang 
bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
3. Hak Mengembangkan Diri
Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya 
untuk tumbuh dan berkembang secara layak. perlindungan dan 
kasih sayang untuk pengembangan pribadinya memperoleh, 
dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas 
hidupnya. kebebasan untuk mengembangkan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, 
demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang berhak untuk 
memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara 
kolektif serta membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 
Disamping hak-hak tersebut yang tercantum dalam piagam Hak 
Asasi Manusia, juga terdapat dalam pasal-pasal undang-undang 
nomor 39 tahun 1999 tentang HAM :
Pasal 11
 Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya 
untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
Pasal 12
 Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan 
pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan 
dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi 
manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, 
berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak 
asasi manusia.
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Pasal 13
 Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan 
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, 
seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi 
kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.
Pasal 14
1.  Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi yang diperlukan untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2.  Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan segala jenis sarana 
yang tersedia.
Pasal 15
 Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak 
pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, 
untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
Pasal 16
 Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial 
dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk 
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta 
menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hak Memperoleh Keadilan
Setiap orang, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan perlakuan hukum yang adil. berhak mendapat kepastian 
hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (Equality 
Before Law). dalam hubungan kerja berhak rnendapat imbalan 
dan perlakuan yang adil dan layak. Dan juga berhak atas status 
kewarganegaraan.
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Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh 
keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan 
gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi 
serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak 
memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin 
pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk 
memperoleh putusan yang adil dan benar (Pasal 17).
Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena 
disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak 
bersalah, sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh 
kekuatan hukum tetap (inkracht) (pasal 18 ayat 1), setiap orang 
juga tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, 
kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang 
sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya dan berhak 
mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai 
adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap (inkracht) (pasal 18 ayat 2 dan 4).
Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 
perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 
hukum pidana asas ini dinamakan asas Ne Bis In Idem (pasal 18 
ayat 5). Dalam hal pelanggaran maupun kejahatan apapun tidak 
boleh diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta 
kekayaan milik yang bersalah dan tidak boleh dipidana dengan 
alasan tidak mampu untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian 
utang-piutang (Pasal 19 ayat 1 dan 2).
5. Hak Atas Kebebasan Pribadi
Hak-hak kebebasan pribadi ini mencakup hak-hak yang 
terdiri dari :
1. Hak tidak diperbudak (pasal 20 ayat 1, pasal 22);
2. Hak bebas memeluk agama (pasal 22 ayat 1);
3. Hak bebas memilih dan dipilih (pasal 23);
35Hak-hak  Dasar  Manusia
4. Hak berkumpul dan berapat (pasal 24);
5. Hak untuk menyampaikan pendapat (pasal 25);
6. Hak kewarganegaraan (pasal 26);
7. Hak bertempat tinggal (pasal 27).
6. Hak Atas Rasa Aman
Hak-hak ini meliputi :
1. Hak suara (pasal 28);
2. Hak perlindungan (pasal 29);
3. Hak rasa aman (pasal 30);
4. Hak rahasia surat (pasal 32);
5. Hak bebas dari penyiksaan (pasal 33);
6. Hak tidak diperlakukan sewenang-wenang (pasal 34);
7. Hak tidak disiksa (pasal 35).
7. Hak Atas Kesejahteraan
Hak-hak ini meliputi :
1. Hak milik (pasal 36);
2. Hak atas pekerjaan (pasal 38);
3. Hak mendirikan serikat pekerja (pasal 39);
4. Hak atas kehidupan yang layak (pasal 40);
5. Hak atas jaminan sosial (pasal 41);
6. Hak atas perawatan (pasal 42).
8. Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan 
Hak-hak ini meliputi :
1. Hak pilih dan dipilih 
 Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih 
dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak 
melalui pemungutan suara yang langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan. Dan Setiap warga 
negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan 
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langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya 
dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan. Serta dapat diangkat 
dalam setiap jabatan pemerintahan (pasal 43).
2. Hak mengajukan pendapat
 Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama 
berhak mengajukan pendapat, permohonan, 
pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam 
rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, 
dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
(Pasal 44).
9. Hak Wanita
1.  Hak perspektif gender (pasal 45)
 Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan 
anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan 
di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin 
keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan 
(pasal 46).
2.  Hak Anti diskriminasi dan Hak untuk memilih dan 
dipilih bagi wanita (pasal 48, pasal 49 dan pasal 51)
 Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan 
dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur 
pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. 
Wanita juga berhak untuk memilih, dipilih, diangkat 
dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan 
persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
Wanita berhak untuk dilindungi khusus dalam pelaksanaan 
pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat 
mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan 
dengan fungsi reproduksi wanita. Dalam hal pernikahan 
Seorang isteri mempunyai hak dan tanggung jawab yang 
sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan 
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kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, 
dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. namun 
setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai 
hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya 
atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan 
memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak termasuk hak 
yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama 
tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.
10. Hak Anak
Beberapa Hak-hak anak yang merupakan perlindungan 
yang sangat penting dalam undang-undang nomor 39 tahun 
1999 tentang HAM meliputi :
1. berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, 
masyarakat, dan negara (pasal 52);
2. sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, 
mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf 
kehidupannya (pasal 53);
3. anak yang cacat fisik dan atau mental berhak 
memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan 
bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin 
kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, 
meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan 
berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara (pasal 54);
4. berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, 
dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas 
dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali 
(pasal 55);
5. berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari 
segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, 
perlakuan buruk, dan pelecehan seksual (pasal 58);
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6. berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, 
dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 
56);
7. berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran 
dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan 
minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya (pasal 60);
8. berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa 
peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, 
dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan 
(Pasal 63);
9. berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 
eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, 
perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk 
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif 
lainnya (Pasal 65);
10. berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 
eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang 
membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu 
pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, 
dan mental spiritualnya (pasal 64);
11. berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, 
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak 
manusiawi (pasal 66).
Perumusan hak asasi manusia pada dasamya dilandasi oleh 
pemahaman suatu bangsa terhadap citra harkat, dan martabat 
diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa 
manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia, 
dan lingkungan. bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, 
mengakui, dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia 
orang lain juga sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu hak 
asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri 
manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, 
anggota suatu bangsa dan warga negara serta anggota masyarakat 
bangsa-bangsa.
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A. SEJARAH PEMBENTUKAN KOMISI NASIONAL 
HAK ASASI MANUSIA
Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang 
hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dianugerahi 
hak-hak asasi untuk dapat mengembangkan diri pribadi, 
peranan, maupun sumbangannya kepada masyarakat apalagi 
bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat antar-
bangsa, menghormati Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-
Bangsa sehingga dalam rangka meningkatkan pelaksanaan hak 
asasi manusia di Indonesia, dibentuk suatu komisi yang bersifat 
nasional dan diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 
dan untuk kali pertamanya komisi ini di bentuk pada zaman 
orde baru yakni dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden 
nomor 50 tahun 1993 tentang Komosi Nasional Hak Asasi 
Manusia pada tanggal 7 juni 1993 dan kemudian dikuatkan 
dengan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat 
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk 
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Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang 
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 
hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan 
serta perlindungan harkat dan martabat manusia (pasal 1 
ayat 1). manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang 
hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dianugerahi 
hak-hak asasi untuk dapat mengembangkan diri pribadi, 
peranan, maupun sumbangannya kepada masyarakat apalagi 
bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat antar-
bangsa, menghormati Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-
Bangsa sehingga dalam rangka meningkatkan pelaksanaan hak 
asasi manusia di Indonesia, dibentuk suatu komisi yang bersifat 
nasional dan diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 
dan untuk kali pertamanya komisi ini di bentuk pada zaman 
orde baru yakni dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden 
nomor 50 tahun 1993 tentang Komosi Nasional Hak Asasi 
Manusia pada tanggal 7 juni 1993.
Pada awal berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia 
di Indonesia dengan asas Pancasila dan bersifat mandiri. Komisi 
Nasional ini bertujuan membantu pengembangan kondisi 
yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai 
dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna 
mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu 
pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 
masyarakat Indonesia seluruhnya. 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komisi nasional 
pada saat itu adalah:
a. menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional 
mengenai asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia 
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maupun kepada masyarakat Internasional; 
b. mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan 
saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan/atau 
ratifikasinya; 
c. memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia 
serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran 
kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan 
hak asasi manusia; 
d. mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam 
rangka mengajukan dan melindungi hak asasi manusia.
Dengan ditetapkannya Undang-undang nomor 39 tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia maka kedudukan Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia semakin kuat, mengingat dalam 
undang-undang tersebut Komisi Nasional Hak asasi Manusia 
diatur kembali dengan tugas dan fungsi tidak jauh berbeda 
dengan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 
tahun 1993.
B. TUJUAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI 
MANUSIA
Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan 
pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, antara 
lain telah ditunjukkan dengan pembentukan Komisi Nasional 
Hak-hak Asasi Manusia pada tahun 1993, pengesahan Undang-
undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
pembentukan Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi 
Manusia dalam Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 1999 
yang kemudian digabungkan dengan Departemen Hukum dan 
Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan 
HAM pada tahun 2000, dan penambahan pasal-pasal khusus 
mengenai Hak-hak Asasi Manusia dalam Amandemen Undang-
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Undang Dasar 1945 pada tahun 2000. Komisi Nasional Hak-
hak Asasi Manusia dibentuk dengan tujuan untuk membantu 
pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak 
asasi manusia demi terwujudnya masyarakat dan manusia 
Indonesia yang beradab. Komisi Nasional Hak-hak Asasi 
Manusia tersebut juga dibentuk sesuai dengan keinginan dan 
kesepakatan masyarakat internasional pada Konferensi Hak-hak 
Asasi Manusia Sedunia Kedua di Wina pada tahun 1993 yang 
secara konsensus mengesahkan Deklarasi dan Program Aksi 
Wina.
Meskipun Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi 
Manusia kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan 
Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan 
Hak Asasi Manusia, namun hal ini tidak berarti mengurangi 
komitmen Pemerintah Indonesia untuk pemajuan dan 
menegakkan hak-hak asasi manusia. Departemen Kehakiman 
dan Hak Asasi Manusia akan melanjutkan tugas yang dibebankan 
kepada Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia yang 
pada pokoknya meliputi :
a.  Perumusan kebijakan, strategi, dan program Pemerintah 
di bidang pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi 
manusia;
b.  Pengorganisasian dan peningkatan keterpaduan 
penyusunan perencanaan dan program departemen, 
lembaga pemerintah nondepartemen, dan pemerintah 
daerah di bidang pemajuan dan perlindungan HAM;
c.  Peningkatan kapasitas kebijakan pemajuan dan 
perlindungan HAM;
d. Pemantauan kegiatan operasional pelaksanaan 
kebijakan pemajuan dan perlindungan HAM.
Pasal 75 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 
menentukan tujuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah: 
a.  mengembangkan kondisi yang kondusif bagi 
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pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, 
Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia; dan
b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak 
asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia 
Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi 
dalam berbagai bidang kehidupan.
Untuk mencapai tujuan tersebut Komisi Nasional harus 
melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 
yakni Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan 
fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan 
mediasi tentang hak asasi manusia yang beranggotakan tokoh 
masyarakat yang profesinal, berdedikasi dan berintegritas tinggi, 
menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan 
yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan 
kewajiban dasar manusia. Untuk menjangkau tindakan-tindakan 
pelanggaran Hak Asasi Manusia maka kantor Perwakilan 
Komnas HAM dapat didirikan di daerah.
C. FUNGSI PENGKAJIAN, PENELITIAN, 
PENYULUHAN, PEMANTAUAN, DAN 
MEDIASI TENTANG HAK ASASI MANUSIA
C.1 Fungsi Pengkajian Dan Penelitian
Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam 
pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :
a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen 
internasional hak asasi manusia dengan tujuan 
memberikan saran-saran mengenai kemungkinan 
aksesi dan atau ratifikasi;
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b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan 
perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi 
mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
hak asasi manusia;
c. penerbitan hasil pengkajian dari penelitian;
d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding 
di negara lain mengenai hak asasi manusia;
e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan 
perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi 
manusia; dan
f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, 
lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, 
regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi 
manusia.
C.2 Fungsi Penyuluhan
Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam 
penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas 
HAM bertugas dan berwenang melakukan :
a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia 
kepada masyarakat Indonesia;
b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak 
asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan 
non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak 
lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun 
internasional dalam bidang hak asasi manusia.
C.3 Fungsi Pemantauan
Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam 
pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas 
HAM bertugas dan berwenang melakukan :
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a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan 
penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
b. penyidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang 
timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau 
lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak 
asasi manusia;
c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban 
maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan 
didengar keterangannya;
d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar 
kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta 
menyerahkan bukti yang diperlukan;
e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya 
yang dianggap perlu;
f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan 
keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen 
yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan 
persetujuan Ketua Pengadilan;
g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, 
bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki 
atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua 
Pengadilan; dan
h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua 
Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang 
dalam proes peradilan, bilamana dalam perkara 
tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam 
masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan 
yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut 
wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
C.4 Fungsi Mediasi
Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas 
dan berwenang melakukan :
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a. perdamaian kedua belah pihak;
b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, 
mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
c. pemberian saran kepada para pihak untuk 
menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus 
pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah 
untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran 
hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
Dalam hal terjadi Penyelesaian sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM 
yang ditunjuk sebagai moderator. Penyelesaian yang dicapai 
sebagaimana diatas adalah berupa kesepakatan secara tertulis 
dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh 
moderator. Kesepakatan tertulis tersebut merupakan keputusan 
mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat 
bukti yang sah. Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan 
oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam 
keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat memintakan 
kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut 
dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat 
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan 
Pengadilan tidak dapat menolak permintaan tersebut.
D. ANGGOTA KOMISI NASIONAL HAK ASASI 
MANUSIA
Untuk menjalankan sebuah Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia agar berjalan efektif dan sesuai tujuan untuk mencapai 
hasil yang diamanatkan oleh undang-undang di perlukan orang 
ataupun tokoh masyarakat yang profesinal, berdedikasi dan 
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berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan 
negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati 
hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia untuk menjadi 
anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) 
orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan 
oleh Presiden selaku Kepala Negara. Komnas HAM dipimpin 
oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua, Ketua dan 
Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota 
dengan Masa jabatan keanggotaan Komnas Hak Asasi Manusia 
selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat 
kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai 
berikut (pasal 84) :
a. memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan 
melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak 
asasi manusianya;
b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, 
atau pengemban profesi hukum lainnya;
c. berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan 
lembaga tinggi negara;
d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota 
lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan 
tinggi.
Disamping itu juga anggota Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia dapat diberhentikan, Pemberhentian anggota Komnas 
HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan 
diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Pasal 85).
Anggota Komnas HAM juga dapat diberhentikan antar 
waktu sebagai anggota karena :
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a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri;
c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota 
tidak dapat menjalankan tugas selama 1(satu) tahun 
secara terus menerus;
d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana 
kejahatan; atau
e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang 
diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan 
martabat dan reputasi, dan atau mengurangi 
kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.
tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian 
keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan 
Peraturan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
E. KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA KOMISI 
NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Setiap anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
mempunyai berkewajiban (pasal 87):
a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan keputusan Komnas HAM;
b. berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk 
tercapainya tujuan Komnas HAM; dan
c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya 
merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh 
berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
Sedangkan hak anggota Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia adalah :
a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang 
Paripurna dan Subkomisi;
b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan 
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Sidang Paripurna dan Subkomisi;
c. mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil 
Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna; dan
d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM 
dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik 
dan antarwaktu.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota 
Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan 
Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.
F. LAPORAN DAN PENGADUAN
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh 
seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang 
kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau 
diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 angka 24 
KUHAP). Peristiwa yang dimaksud berarti adalah pelanggaran 
Hak Asasi Manusia.
Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 angka 24 KUHAP 
Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh 
pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang 
untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan 
tindak pidana aduan yang merugikannya. Dalam Undang-
undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
diatur tentang bagaimana tata cara pelaporan dan pengaduan 
masyarakat bila terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia adapun 
tata caranya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 :
a. Setiap orang dan atau kelompok yang memiliki 
alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat 
mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis 
pada Komnas HAM;
b. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan 
apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar 
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dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang 
materi yang diadukan;
c. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, 
maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan 
dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, 
kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu 
berdasarkan pertimbangan Komnas HAM;
d. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan 
melalui perwakilan mengenai pelanggaran hakasasi 
manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.
Dalam menerima laporan maupun pengaduan Komisi 
Nasiona Hak Asasi Manusia melakukan pemeriksaan dengan 
hati-hati karena ini adalah menyangkut persoalan hak-hak 
dasar manusia, jangan sampai justru komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia dalam menindaklanjuti laporan maupun pengaduan 
menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku yang menyebabkan terlapor maupun teradu di langgar 
hak asasinya, Pasal 91 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 
menentukan Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas 
HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila :
a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak 
asasi manusia;
c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata 
tidak ada kesungguhan dari pengadu;
d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi 
penyelesaian materi pengaduan; atau
e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum 
yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak 
melakukan atau menghentikan pemeriksaan ditetapkan dengan 
Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.
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G. PERLINDUNGAN TERHADAP PENGADU
Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna 
melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan 
atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat menetapkan untuk 
merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi keterangan 
atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi 
aduan atau pemantauan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi 
penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh 
Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau 
pemantauan.
Penetapan untuk merahasiakan atau membatasi 
penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang 
diperoleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang berkaitan 
dengan materi pengaduan atau pemantauan didasarkan pada 
pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti 
lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 92 (3) Undang-undang 
Nomor 39 tahun 1999 tersebut adalah :
a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
a. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
b. membahayakan keselamatan perorangan;
c. mencemarkan nama baik perorangan;
d. membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib 
dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan 
Pemerintah;
e. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam 
proses penyidikan,
f. penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana;
g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap 
masalah yang ada; atau
h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia 
dagang;
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Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan 
secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia, pemanggilan kepada pihak pengadu 
atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai 
dan didengar keterangannya serta pemanggilan saksi untuk 
diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu 
diminta menyerahkan bukti yang diperlukan, wajib memenuhi 
permintaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Apabila 
kewajiban dimaksud tidak dipenuhi oleh pihak lain yang 
bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95 
yakni ”Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap 
atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM 
dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan 
panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan”.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia dalam menjalankan fungsi, tugas dan 
wewenangnya maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
membuat laporan sebagaimana ketentuan pasal 97 yakni Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia wajib menyampaikan laporan 
tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, 
serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang 
ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan 
Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.
Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan 
wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Tata Tertib Komans HAM.
H. PARTISIPASI MASYARAKAT
Keberhasilan upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak 
asasi manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh pemantapan 
budaya hak-hak asasi manusia dari bangsa tersebut melalui 
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usaha-usaha secara sadar untuk menumbuhkan, menyemaikan, 
dan meningkatkan rasa kesadaran dan pengetahuan seluruh 
anggota masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia, Rasa 
kesadaran masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia 
dapat ditumbuhkan dan disemai serta ditingkatkan melalui 
penyebaran atau diseminasi hak asasi manusia dengan cara 
dan sarana penyampaian yang tepat, dimana dan kapan saja, 
Pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia dapat 
ditumbuhkan, disemai dan ditingkatkan melalui cara dan sarana 
pendidikan pada tingkat, sifat, tempat dan waktu apapun yang 
ada dan dipandang tepat.
Peran partisipasi masyarakat dalam penegakan Hak Asasi 
Manusia juga diatur dalam Undang-undang nomor 39 tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni pasal 100 sampai pasal 
103 :
Pasal 100
 Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi 
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga 
kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam 
perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
Pasal 101
 Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi 
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga 
kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan 
atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada 
Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam 
rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi 
manusia.
Pasal 102
 Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi 
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga 
kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan 
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mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan 
hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga 
lainnya.
Pasal 103
 Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi 
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, 
lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik 
secara sendiri-sendiri maupun kerja sama dengan Komnas 
HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan 






A.  LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN 
PENGADILAN HAM
Bertitik tolak pada perkembangan hukum yang ada dan 
melihat kepentingan nasional maupun internasional perlu di 
bentuk suatu lembaga peradilan yang khusus yang digunakan 
untuk menyelesaikan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia 
yang berat dan demi mengembalikan keamanan dan perdamaian 
di Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan 
dapat melindungi Hak Asasi Manusia, baik perorangan maupun 
masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakkan, kepastian 
hukum, keadilan, dan perasaan aman baik bagi perseorangan 
maupun masyarakat terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia 
yang berat.
Orde baru yang berkuasa selama 33 tahun (1965-1998) 
telah banyak dicatat melakukan pelanggaran-pelanggaran 
HAM. Orde baru yang memerintah secara otoriter selama lebih 
dari 30 tahun telah melakukan berbagai tindakan pelanggaran 
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HAM karena perilaku negara dan aparatnya1.Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam laporan tahunnya 
menyatakan bahwa pemerintah perlu menuntaskan segala 
bentuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi di tanah air 
sebagai akibat dari struktur kekuasaan orde baru yang otoriter.
Selanjutnya, pasca orde baru pelanggaran HAM yang 
berbentuk aksi kekerasan massa, konflik antar etnis yang banyak 
menelan korban jiwa dan pembumihangusan di Timor-timur 
pasca jejak pendapat menambah panjang sejarah pelanggaran 
HAM. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 
menyebutkan data pada triwulan pertama 1998 telah terjadi 
1.629 pelanggaran HAM yang fundamental yang tergolong 
ke dalam hak-hak yang tak dapat dikurangi di 12 propinsi 
yang menjadi sumber data. Hak-hak tersebut adalah hak atas 
hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari penangkapan 
sewenang-wenang, hak bebas dari pemusnahan seketika, dan 
hak bebas dari penghilangan paksa2. Berbagai pelanggaran HAM 
yang terjadi belum pernah terselesaikan secara tuntas sedangkan 
gejala pelanggaran kian bertambah. Penyelesaian kasus Tanjung 
Priok, DOM Aceh, Papua dan kasus pelanggaran HAM berat 
di Timor-timur selama pra dan pasca jajak pendapat belum ada 
yang terselesaikan. Atas kondisi ini sorotan dunia internasional 
terhadap Indonesia sehubungan dengan maraknya pelanggaran 
HAM yang terjadi kian menguat terlebih sorotan atas 
pertanggungjawaban pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-
timur selama proses jajak pendapat. Kasus pembumihangusan 
di Timor-timur telah mendorong dunia internasional agar 
dibentuk peradilan internasional (internasional tribunal) bagi 
para pelakunya. Desakan untuk adanya peradilan internasional 
khususnya bagi pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di 
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untuk Hak-hak asasi manusia telah mengeluarkan resolusi 
untuk mengungkapkan kemungkinan terjadinya pelanggaran 
HAM berat di Timor-Timur. Atas resolusi Komisi HAM PBB 
tersebut Indonesia secara tegas menolak dan akan menyelesaikan 
kasus pelanggaran HAM dengan menggunakan ketentuan 
nasional karena konstitusi Indonesia memungkinkan untuk 
menyelenggarakan peradilan hak asasi manusia. Atas penolakan 
tersebut, mempunyai konsekuensi bahwa Indonesia harus 
melakukan proses peradilan atas terjadinya pelanggaran HAM 
di Timor-Timur .
Dorongan untuk adanya pembentukan peradilan 
internasional ini juga didasarkan atas ketidakpercayaan dunia 
internasional pada sistem peradilan Indonesia jika dilihat 
antara keterkaitan antara pelaku kejahatan yang merupakan 
alat negara. Pelanggaran HAM di Timor-timur mempunyai 
nuansa khusus karena adanya penyalahgunaan kekuasaan 
dalam arti pelaku berbuat dalam konteks pemerintahan dan 
difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah sehingga akan sulit 
untuk diadakan pengadilan bagi pelaku kejahatan secara fair 
dan tidak memihak. Dalam prakteknya jika melihat bekerjanya 
sistem peradilan pidana di negara hukum Indonesia ini, belum 
mampu memberikan keadilan yang subtansial. Keterkaitan 
dengan kebijakan yang formal/legalistic seringkali dijadikan 
alasan. Peradilan seringkali memberikan toleransi terhadap 
kejahatan-kejahatan tertentu, dengan konsekuensi yuridis 
pelaku kejahatannya harus dibebaskan. Termasuk terhadap 
kejahatan atau pelanggaran HAM berat ini3. Ketentuan 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang 
berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat juga mengatur 
tentang jenis kejahatan yang berupa pembunuhan, perampasan 
kemerdekaan, penyiksaan/penganiayaan, dan perkosaan. 
Jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP tersebut adalah 
3 Krist	L.	Kleden,	Peradilan Pidana Sebagai Pendidikan Hukum,	Komnas,	11	
September	2000
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jenis kejahatan yang sifatnya biasa (ordinary crimes) yang jika 
dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang berat harus 
memenuhi beberapa unsur atau karakteristik tertentu yang 
sesuai dengan Statuta Roma 1999 untuk bisa diklasifikasikan 
sebagai pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM berat 
itu sendiri merupakan extra-ordinary crimes yang mempunyai 
perumusan dan sebab timbulnya kejahatan yang berbeda dengan 
kejahatan atau tindak pidana umum. Dengan perumusan 
yang berbeda ini tidak mungkin menyamakan perlakukan 
dalam menyelesaikan masalahnya, artinya KUHP tidak dapat 
untuk menjerat secara efektif para pelaku pelanggaran HAM 
yang berat. Disamping itu sesuai dengan prinsip International 
Criminal Court, khususnya prinsip universal yang tidak mungkin 
memperlakukan pelanggaran HAM berat sebagai ordinary crimes 
dan adanya kualifikasi universal tentang crimes against humanity 
masyarakat mengharuskan didayagunakannya pengadilan HAM 
yang bersifat khusus, yang mengandung pula acara pidana yang 
bersifat khusus4. Pengertian tentang perlunya peradilan yang 
secara khusus dengan aturan yang bersifat khusus pula inilah 
yang menjadi landasan pemikiran untuk adanya pengadilan 
khusus yang dikenal dengan pengadilan HAM. Alasan yuridis 
lainnya yang bisa menjadi landasan berdirinya pengadilan 
nasional adalah bahwa pengadilan nasional merupakan “the 
primary forum” untuk mengadili para pelanggar HAM berat5.
B. ASAS-ASAS
Beberapa Asas-asas yang terkandung dalam Undang-
undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia yaitu :
4	 Muladi,	Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi,	2000,	
Jurnal	Demokrasi	dan	HAM,	Jakarta,	hlm.	54.
5	 Muladi,	Mekanisme Domestik untuk Mengadili Pelanggaran HAM Berat melalui 
Sistem Pengadilan atas Dasar UU No. 26 Tahun 2000, Makalah dalam Diskusi 
Panel	4	bulan	Pengadilan	Tanjung	Priok, Elsam, 20 Januari 2004.
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a. hanya mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang 
Berat sesuai dengan ketentuan Pasal 4, pelanggaran 
Hak Asasi Manusia berat yang dimaksud adalah 
Genocida dan kejahatan kemanusiaan. Sedangkan 
kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang di 
kategorikan sebagai ringan diadili disidang pengadilan 
biasa, dipengadilan Negeri atau Pengadilan Militer 
sesuai dengan status hukum terdakwanya.
b. Kejahatan Universal sesuai ketentuan Pasal 5, 
pengadilan Hak Asasi Manusia berwenang memeriksa 
dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia 
yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial 
wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara 
indonesia.
c. Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan sebagaimana 
pasal 7, undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia hanya menyebutkan 
pelanggaran Hak Asasi Berat hanya menyangkut 
Kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan saja.
d. Jaksa Agung sebagai Penyidik dan Penuntut Umum 
terdapat dalam pasal 11, pasal 23, dalam pelanggaran 
Hak Asasi Manusia yang berat Jaksa Agung adalah 
bertindak sebagai Penyidik dan Penuntut Umum.
e. dikenalnya Pejabat Ad Hoc, Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan dapat 
membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat 
sebagaimana ketentuan pasal 18 (2), Penuntut Umum 
Ad Hoc (pasal 21 ayat 8) dan Hakim Ad Hoc (pasal 2 
ayat 2).
f. Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat dimohonkan pemeriksaan banding (pasal 32) 
maupun kasasi (pasal 33) di batasi tenggang waktu 
yakni 90 hari. 
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g. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat berhak atas perlindungan yang 
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat 
keamanan (Pasal 34).
h. korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat 
dapat diberikan Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi 
(pasal 35).
i. ancaman hukuman pidana dalam pelanggaran Hak 
Asasi Manusia lebih berat dari ketentuan pidana biasa 
seperti yang tercantum dalam KUHP, dalam KUHP 
hukuman penjara maksimal 20 tahun, namun dalam 
pelanggaran Hak Asasi Manusia berat ancaman 
maksimalnya sampai 25 tahun (pasal 36, pasal 37).
j. unsur tanggung jawab komandan dan atasan dalam 
pelanggaran Hak Asasi Manusia berat sangat dikenal 
(pasal 42).
k. adanya pengecualian atas asas hukum Retro Aktif hal ini 
dilakukan untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran 
Hak Asasi Manusia berat yang terjadi sebelum 
diberlakukannya undang-undang nomor 26 tahun 
2000 tentang Pengadilan HAM, dengan dibentuk 
pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk melalui 
usulan DPR RI dan ditetapkan dengan Keppres secara 
kasus per kasus (pasal 43).
l. terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang 
tercantum dalam undang-undang nomor 26 tahun 
2000 tidak berlaku asas Daluwarsa (pasal 46).
m. pihak yang menjadi penyelidik dalam pelanggran Hak 
Asasi Manusia berat adalah Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia, bukan kepolisian (pasal 18).
n. Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak 
Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undangundang 
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 
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dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat menurut Undangundang 
Nomor 26 tahun 2000 (pasal 49).
B. LINGKUP KEWENANGAN PENGADILAN HAK 
ASASI MANUSIA
Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan 
memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut meliputi:
a. kejahatan genosida;
b. kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan 
dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan 
seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, 
kelompok agama, dengan cara:
a.  membunuh anggota kelompok;
b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang 
berat terhadap anggotaanggota kelompok;
c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan 
mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh 
atau sebagiannya;
d.  memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan 
mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
e.  memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok 
tertentu ke kelompok lain.
Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu 
perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang 
meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan 
tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, 
berupa:




d.  pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan 
fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar 
(asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
f.  penyiksaan;
g.  perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, 
pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi 
secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain 
yang setara;
h.  penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau 
perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, 
ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin 
atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai 
hal yang dilarang menurut hukum internasional;
i.  penghilangan orang secara paksa; atau
j.  kejahatan apartheid.
Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus 
perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan 
di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh 
warga negara Indonesia. 
Namun ada pengecualian terhadap seseorang yang dibawah 
umur yakni Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa 
dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 
18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan, yang 
berhak memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Negeri.
Kedudukan Pengadilan HAM merupakan pengadilan 
khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang 
berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang 
daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri 
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yang bersangkutan. Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 
Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan 
Negeri yang bersangkutan. Untuk pertama kali pada saat Undang-
undang nomor 26 tahun 2000 berlaku maka Pengadilan HAM 
dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.
a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera 
Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan 
Kalimantan Tengah;
b. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan 
Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan 
Nusa Tenggara Timur;
c.  Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, 
Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;
d.  Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah 
Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.
C. PENGADILAN HAM AD HOC
Sebagaimana disebut di atas tentang asas-asas yang 
ada dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang 
Pengadilan HAM adanya pengecualian atas asas Retro Aktif, 
sesuai ketentuan pasal 43 (1) Pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang 
ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. hal ini 
memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan atas permasalahan 
– permasalahan yang diduga terjadi pelanggaran Hak Asasi 
Manusia berat dimasa lalu apalagi dalam persoalan pelanggaran 
Hak Asasi Manusia berat tidak ada ketentuan kadaluwarsa.
Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc ini berada di 
lingkungan peradilan umum dan dengan hukum acara 
64 Hak Asasi Manusi dan Peradilan HAM
pemeriksaan dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan 
ketentuan yang ada dalam undang-undang nomor 26 tahun 
2000. Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud di 
atas dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan 
Presiden. 
Jadi pengadilan Hak Asasi Manusia ad Hoc ini di dirikan 
dan dibentuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus 
perkara-perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat 
sebelum diundangkannya undang-undang nomor 26 tahun 
2000. 
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi 
sebelum berlakunya
Undang-undang ini juga tidak menutup kemungkinan 
dilakukan penyelesaiannya di luar pengadilan HAM Ad Hoc, 
yakni dilakukan oleh suatu komisi yang diberi tugas dan 
wewenang oleh undang-undang yakni Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana 
dimaksud dibentuk dengan Undang-undang.
Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung. Jumlah 
hakim ad hoc tersebut sekurang-kurangnya 12 (dua belas) 
orang. Hakim ad hoc ini diangkat untuk selama 5 (lima) tahun 
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus 
memenuhi syarat:
1.  Warga negara Republik Indonesia;
2.  Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3.  Berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) 
tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
4. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang 
mempunyai keahlian di bidang hukum;
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5.  Sehat jasmani dan rohani;
6.  Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7.  Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945; dan
8.  Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak 
asasi manusia.
Sebelum melaksanakan tugasnya Hakim ad hoc wajib 
mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing 
yang lafalnya berbunyi sebagai berikut :
 “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa 
saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak 
langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun 
juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu 
apapun kepada siapapun juga”.
 “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-
kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari 
siapapun juga suatu janji atau pemberian”.
 “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada 
dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila 
sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara 
Republik Indonesia”.
 “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan 
menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan 
obyektif dengan tidak mem-beda-bedakan orang, dan 
akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan 
kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi 








Pada dasarnya hukum yang berlaku di pengadilan hak asasi 
manusia adalah Hukum Acara pidana, yaitu Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana, yang lebih 
dikenal dengan sebutan Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP), namun demikian KUHAP tidak mutlak 
diberlakukan, karena sepanjang didalam undang-undang 
nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM telah diatur 
dan telah ditentukan maka aturan dalam KUHAP boleh untuk 
tidak digunakan, hal ini disebabkan dalam undang-undang 
nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disamping 
memuat ketentuan hukum materiil, juga memuat ketentuan 
hukum formal, yaitu hukum acara. Dalam bab ini akan dibahas 
rangkaian hukum acara pemeriksaan dan pemutusan perkara 
pelanggaran HAM berat mulai tahap Penyelidikan, Penyidikan, 
Penuntutan, dan pemeriksaan dimuka persidangan.
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A. PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, 
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN
A.1  Penyelidikan1
Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang 
nomor 26 tahun 2000, hukum acara atas perkara pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan 
hukum acara pidana.
Pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 26 tahun 2000 
merumuskan pengertian tentang penyelidikan yakni :
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik 
untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa 
yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
Proses pelaksanaan penyelidikan pelanggaran hak asasi 
manusia itu sendiri diatur dalam pasal 18 yakni:
1. Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia.
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan 
penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.
Sebagai lembaga yang independen maka Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia diberikan wewenang untuk melakukan 
penyelidikan hal ini dilakukan untuk menjaga objektivitas dari 
hasil penyelidikan, sedangkan anggota tim Ad Hocnya terdapat 
1	 Makalah	 HM.	 Kabul	 Supriyadhie,	 SH.,MHum.	 Makalah	 disampaikan	 pada	
pendidikan	khusus	profesi	 advokat	 (PKPA)	kerjasama	FH	UNDIP-PERADI,	11	
maret	2007	di	Semarang.
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unsur masyarakat yakni merupakan tokoh-tokoh masyarakat dan 
anggota masyratkat yang profesional, berdedikasi, berintegrasi 
tinggi, dan menghayati dibidang Hak Asasi Manusia.
Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana tersebut 
diatas penyelidik berwenang :
a.  melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 
peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang 
berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
b.  menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau 
kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan 
barang bukti;
c.  memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang 
diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;
d.  memanggil saksi untuk diminta dan didengar 
kesaksiannya;
e.  meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat 
kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
f.  memanggil pihak terkait untuk memberikan 
keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen 
yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
g.  atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan 
berupa:
1)  pemeriksaan surat;
2)  penggeledahan dan penyitaan;
3)  pemeriksaan setempat terhadap rumah, 
pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat 
lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak 
tertentu;
4)  mendatangkan ahli dalam hubungan dengan 
penyelidikan.
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Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu 
peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat penyelidik memberitahukan hal itu kepada penyidik.
Kapan penyelidikan dimulai
Sebagaimana ketentuan dalam pasal 20 maka penyidikan 
dapat dimulai apabila Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang 
cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada 
penyidik. Adapun untuk sampai kepada kesimpulan bahwa 
telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia harus didasarkan 
pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang 
diperoleh oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Informasi 
atau data-data yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan 
dapat diperoleh melalui :
1. sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya (bisa 
sumber dari orang, tulisan dalam mass media, instansi/
perusahaan dan sebagainya);
2. adanya laporan langsung kepada Komnas HAM dari 
orang, atau kelompok yang mengetahui telah terjadinya 
suatu pelanggaran hak asasi manusia.
Laporan langsung yang diterima dari orang/kelompok yang 
mengetahui terjadinya suatu pelanggaran dapat berupa laporan 
tertulis dan dapat juga laporan lisan yang di tuangkan dalam 
berita acara penerimaan laporan oleh KOMNAS HAM. Dari 
laporan orang/kelompok orang dapat ditarik kesimpulan atau 
patut diduga telah terjadinya pelanggaran hak asai manusia, hal 
ini merupakan suatu pertimbangan untuk memulai melakukan 
penyelidikan oleh KOMNAS HAM.
Tujuan Penyelidikan 
Penyelidikan ini dilakukan dengan tujuan untuk 
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mendapatkan ataupun mengumpulkan keterangan, bukti atau 
data-data yang akan digunakan untuk :
1. menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi 
merupakan pelanggaran hak asasi manusia;
2. siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap 
pelanggaran hak asasi tersebut;
3. merupakan persiapan untuk ditindak lanjuti.
Dalam melakukan penyelidikan seorang penyelidik harus 
memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang unsur-unsur 
atau ketentuan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat. Ini diperlukan untuk menentukan apakah telah terjadi 
pelanggaran hak asasi manusia dan siapa pelakunya, bila seorang 
penyelidik tidak menguasainya dengan baik dapat membuat 
penyelidikan menjadi kurang terarah dan tidak menentu yang 
memungkinkan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang 
keliru. 
Penyusunan suatu rencana dalam melakukan penyelidikan 
adalah sangat penting hal ini dimaksudkan agar tujuan 
penyelidikan dapat dicapai sesuai rencana, semua kegiatan 
harus mengacu kepada rencana yang telah disusun tersebut 
agar terarah dan terkendali dengan baik. Undang-undang 
nomor 26 tahun 2006 tidak memperinci tentang penyusunan 
rencana penyelidikan yang berbentuk pola dari suatu rencana 
penyelidikan. Sistem yang dipergunakan dapat mengacu pada 
sistem yang diterapkan dalam dunia intelejen, namun dengan 
melakukan beberapa penyesuaian, rencana penyelidikan tersebut 
harus memuat tentang :
1. sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, 
organisasi LSM, kelompok orang, instansi, tempat dan 
lain-lain);
2. informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari 
sumber tersebut (yang bermanfaat untuk pembuktian 
telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia);
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3. cara memperoleh informasi atau alat bukti tersebut 
(terbuka, tertutup, wawancara, interogasi, pemotretan 
dan sebagainya);
4. petugas pelaksana;
5. batas waktu kegiatan.
Cara penyelidikan
Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. melakukan penyelidikan secara terbuka;
2. melakukan penyelidikan secara tertutup.
Penyelidikan secara terbuka bila keterangan/data atau bukti 
yang diperlukan mudah untuk mendapatkannya dan dengan 
cara tersebut dianggap tidak akan mengganggu dan menghambat 
proses penyelidikan selanjutnya, dalam melakukan penyelidikan 
terbuka ini maka penyelidik harus memperlihatkan tanda 
pengenal diri yang dibuat oleh KOMNAS HAM.
Penyelidikan secara tertutup penyelidik harus 
menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bertentangan 
dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku.
Dalam melakukan penyelidikan baik secara terbuka maupun 
penyelidikan secara tertutup, sedapat mungkin menghindarkan 
diri dari kemungkinan adanya tuntutan ganti kerugian.
Laporan Hasil Penyelidikan
Setelah penyelidikan telah diselesaikan, penyelidik 
mengolah data-data yang telah terkumpul dan berdasarkan hasil 
pengolahan tersebut disusun suatu laporan hasil penyelidikan 
yang telah dilakukannya. Laporan hasil penyelidikan tersebut 
memuat :
- sumber data/keterangan;
- data/keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber 
tersebut;
- barang bukti;
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- analisa;
- kesimpulan tentang kebenaran telah terjadi pelanggaran 
hakasasi manusia;
- saran tentang tindakan-tindakan apa yang perlu 
dilakukan dalam tahap penyidikan selanjutnya.
Apabila proses penyelidikan dan hasil penyelidikan telah 
disusun secara rinci dan berkesimpulan bahwa telah terjadi 
pelanggaran hak asasi manusia, maka penyelidik melaporkan 
hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik sebagaimana 
maksud dalam pasal 20 ayat 1 yaitu :
 Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat 
bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi 
peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka 
kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.
Bukti permulaan yang cukup dimaksud adalah bukti 
permulaan untuk menduga adanya tindak pidana bahwa 
seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, 
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 
Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil 
penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik. 
Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan 
masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil 
penyelidikan tersebut kepada penyelidik disertai petunjuk untuk 
dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi 
kekurangan tersebut.
A.2 Penyidikan
Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan oleh Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia terhadap suatu pelanggaran hak 
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asasi manusia dan hasil penyelidikan itu telah dilaporkan dalam 
uraian rinci, maka bila dari hasil penyelidikan itu dianggap 
cukup bukti-bukti permulaan atau telah memenuhi unsur-unsur 
tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia, tahap selanjutnya 
adalah dilakukan penyidikan oleh penyidik. Penyidikan dalam 
pelanggaran hak asasi manusia diatur dalam pasal 21 Undang-
Undang nomor 26 tahun 2000 yakni :
(1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat dilakukan oleh Jaksa Agung;
(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan;
(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc 
yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat;
(4) Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc 
mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya 
masing-masing;
(5) Untuk dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus 
memenuhi syarat :
a.  warga negara Republik Indonesia;
b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun 
dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang 
mempunyai keahlian di bidang hukum;
d.  sehat jasmani dan rohani;
e.  berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f.  setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945; dan
g.  memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak 
asasi manusia.
Dalam melakukan penyidikan atas laporan Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia, maka penyidik men cek kebenaran laporan 
tersebut dengan memeriksa ditempat kejadian, jika laporan 
telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia itu benar, 
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maka apabila sipelaku masih berada ditempat tersebut, penyidik 
dapat melarang sipelaku atau tersangka meninggalkan tempat 
kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan-
pemeriksaan seperlunya termasuk memeriksa identitas resangka 
atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia dan melarang orang keluar masuk 
tempat kejadian kemudian penyidik berusaha mencari bukti-
bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat itu.
Penyidikan sebagaimana dimaksud diatas wajib diselesaikan 
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 
hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh 
penyidik. Apa bila Jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas 
pelaksanaan penyidikan belum selesai dilakukan maka jangka 
waktu dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan 
puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah 
hukumnya.
Bila ternyata setelah perpanjangan waktu selama 90 
(sembilan Puluh) hari itu ternyata penyidikan masih belum juga 
dapat diselesaikan maka penyidikan dapat diperpanjang paling 
lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai 
dengan daerah hukumnya.
Setelah perpanjangan jangka waktu penyidikan sebagaimana 
dimaksud diatas dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang 
cukup, maka Jaksa Agung wajib mengeluarkan surat perintah 
penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung, apabila tersangka 
berada dalam tahanan, maka perlu juga mengeluarkan surat 
perintah pelepasan dari tahanan.
Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, 
akan tetapi dikemudian hari ternyata terdapat bukti-bukti dan 
alasan yang cukup maka penyidikan dapat dibuka kembali 
dalam rangka melengkapi hasil penyidikan yang telah dilakukan 
dan selanjutnya untuk dilakukan penuntutan.
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Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud 
diatas tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka 
korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas 
atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan 
praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan 
daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
A.3 Penangkapan
Setelah penyidik telah menerima laporan dari penyelidik 
yaitu KOMNAS HAM tentang telah terjadinya suatu peristiwa 
pelanggaran hak asasi manusia, maka sebagaikelanjutannya 
apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-
bukti pemulaan yang cukup maka penyidik dapat melakukan 
penangkapan terhadap tersangka sebagaimana di maksud 
didalam pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 
yakni :
 ”Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan 
penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap 
seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang 
cukup”.
Berkenaan dengan hal tersebut maka penyidik dalam 
menggunakan alat berupa penangkapan dan penahanan, maka 
harus dilandasi keyakinan adanya ”presumption of guil”. Hal ini 
berarti bahwa sebelum penyidik mengambil keputusan untuk 
menangkap/menahan, maka penyidik harus mempunyai bukti 
permulaan yang cukup serta dugaan keras telah dilakukan 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat oleh tersangka. Apabila 
penyidik masih merasa ragu mengenai kesalahan tersangka, 
maka harus dipilih tindakan yang meringankan, dengan jalan 
tidak melakukan penangkapan/penahanan atas diri tersangka. 
Tindakan penyidik mengambil putusan ini dalam ilmu hukum 
dikenal dengan asas ”in de bio proreo”.
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Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-
wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk 
menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan 
surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan 
dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. 
Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak 
petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru 
dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi 
pelanggaran hak asasi yang berat disertai pula bukti permulaan 
yang cukup, setelah tersangka ditangkap dengan surat perintah 
maupun tersangka yang tertangkap tangan maka dalam waktu 
1 x 24 jam tersangka telah selesai diperiksa, apabila tidak cukup 
bukti untuk alasan penahanan maka tersangka harus dibebaskan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 KUHAP.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam soal 
penangkapan ini antara lain adalah undang-undang tidak 
memberikan definisi/pengertian apa itu ”bukti permulaan ”. 
Keseragaman penafsiran ini perlu guna menghindari terjadinya 
hal yang tidak kita inginkan. Sebab bisa terjadi sesuatu hal oleh 
penyidik dianggap sebagai bukti permulaan, tetapi oleh hakim 
pra-peradilan yang memeriksa sah tidaknya penangkapan suatu 
hal itu bukan/belum dikategorikan sebagai bukti permulaan 
yang cukup untuk menduga seseorang bahwa ia pelakunya.
Tatacara melakukan penangkapan dalam pasal 11 undang-
undang nomor 26 tahun 2000 adalah sebagai berikut :
(1) Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan 
penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap 
seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
(2)  Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik dengan 
memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada 
tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan 
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identitas tersangka dengan menyebutkan alasan 
penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian 
singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
yang dipersangkakan;
(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya 
segera setelah penangkapan dilakukan;
(4) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa 
surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus 
segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang 
ada kepada penyidik;
(5)  Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari;
(6)  Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang 
dijatuhkan.
Didalam surat perintah penangkapan yang dikeluarkan 
oleh jaksa agung harus mencantumkan identitas tersangka 
yakni nama, alamat, hal ini dilakukan agar petugas tidak salah 
tangkap, disamping identitas juga harus disebutkan alasan-alasan 
tersangka di tangkap disertai uraian singkat perkara pelanggaran 
hak asasi yang berat yang dipersangkakan dan tempat tersangka 
akan diperiksa.
Tembusan surat perintah penangkapan disamping diberikan 
kepada tersangka juga tembusannya harus diberikan kepada 
keluarganya segera setelah penangkapan itu dilakukan. Dalam 
hal tertangkap tangan, maka penangkapan dilakukan tanpa 
surat perintah, yang dimaksud tertangkap tangan adalah :
a. seseorang ditangkap ketika ia sedang melakukan kejahatan;
b. seseorang ditangkap tidak lama setelah kejahatan itu 
dilakukan;
c. teriakkan masyarakat yang menunjukkan tersangka sebagai 
pelaku kejahatan tidak seberapa lama setelah kejahatan itu 
dilakukan.
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A.4 Penahanan
Dinegara kita baik di Undang-Undang Dasar maupun 
berbagai undang-undang lainnya kebebasan bergerak adalah 
hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dijamin oleh 
negara sehingga penahanan tidak boleh dilakukan secara 
sewenang-wenang. Penahanan menurut ketentuan KUHAP 
adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu 
oleh penyidik atau penuntut umumatau hakim dengan 
penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini.
Dasar penahanan berbeda dengan penangkapan, dasar 
penahanan tidaklah cukup atas bukti permulaan yang cukup 
saja, akan tetapi penyidik harus mempunyai setidak-tidaknya 
pembuktian minimum yang disyaratkan KUHAP, yakni 
sekurang-kurangnya telah terdapat 2 alat bukti yang tersebut 
dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP. Disamping itu KUHAP 
menentukan pula syarat untuk dapat melakukan penahanan 
yang terdiri dari syarat-syarat subyektif dan syarat obyektif.
Syarat-syarat subyektif ini bila penyidik menganggap 
keadaan menimbulkan kekhawatiran tersangka akan :
a. melarikan diri;
b. merusak atau menghilangkan barang bukti;
c. mengulangi melakukan pidana.
Syarat-syarat subyektif ini didasarkan pertimbangan serta 
penilaian semata-mata dari penyidik yang bersangkutan.
Sedangkan syarat obyektif sudah merupakan keharusan 
bagi penyidik untuk melakukan penahanan, setelah syarat-syarat 
subyektif dipenuhi, mengingat ancaman pidana pelanggaran 
hak asasi manusia diancam dengan hukuman mati. Pasal 
12 ayat 1 UU No.26 tahun 2000 menentukan ”Jaksa Agung 
sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan 
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penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan 
penyidikan dan penuntutan”.
Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan 
terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti 
yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan 
kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan 
diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau 
mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Hakim Pengadilan HAM juga mempunyai kewenangan 
melakukan penahanan melalui penetapannya, kewenangan 
melakukan penahanan adalah untuk kepentingan pemeriksaan 
di sidang pengadilan.
Tentang lamanya penahanan diatur dalam :
Pasal 13
(1)  Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat 
dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
(2)  Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 
(sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM 
sesuai dengan daerah hukumnya.
(3)  Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, 
maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 
(enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai 
dengan daerah hukumnya.
Pasal 14
(1)  Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat 
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(2)  Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua 
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puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan 
daerah hukumnya.
(3)  Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) habis dan penuntutan belum dapat diselesaikan, 
maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 20 
(dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai 
dengan daerah hukumnya.
Pasal 15
(1)  Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang 
Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 
(sembilan puluh) hari.
(2)  Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan 
daerah hukumnya.
Pasal 16
(1)  Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding 
di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 
(enam puluh) hari.
(2)  Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai 
dengan daerah hukumnya.
Pasal 17
(1)  Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di 
Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 
(enam puluh) hari.
(2)  Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.
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B. PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN
B.1 Acara pemeriksaan
Pasal 10 menentukan mengenai acara pemeriksaan 
pengadilan pelanggaraan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :
 ”Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang 
ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara 
pidana”.
Pengadilan Hak Asasi Manusia berwenang juga memeriksa 
dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik 
Indonesia oleh warga negara Indonesia.
Kejahatan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan 
sebelum undang-undang ini terbentuk atau peradilan Hak 
Asasi Manusia ini terbentuk, maka terhadap pelaku pelanggaran 
HAM yang berat itu diadili oleh peradilan Hak Asasi Manusia 
Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 yakni :
(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi 
sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa 
dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.
(2)  Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan 
peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.
(3)  Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan 
Umum.
Menyimak bunyi pasal-pasal yang telah diutarakan diatas, 
maka peradilan hak asasi manusia tidak membedakan siapa 
pelaku kejahatan itu apakah kejahatan itu dilakukan oleh orang 
sipil atau anggota militer, maka baik pada tingkat penyelidikan, 
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penyidikan maupun peradilannya dilakukan dalam lingkup 
peradilan hak asasi manusia yakni :
1. Penyelidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia 
dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
2. Penyidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia 
dilakukan oleh Jaksa Agung;
3. peradilannya dilakukan oleh Peradilan Hak Asasi Manusia 
yang berada dalam lingkungan peradilan umum;
Hukum acara yang digunakan sebagaimana maksud dalam 
pasal 10 adalah hukum acara pidana umum, jadi hukum acara 
pidana militer tdak berlaku meskipun dalam praktek ada 
terdakwa dari kalangan anggota militer, hal ini diperjelas lagi 
dalam ketentuan pasal 49 yakni :
 ”Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak 
Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undangundang 
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 
dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat menurut Undangundang ini”.
Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat sebagaimana Diutarakan diatas dilakukan oleh majelis 
hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri 
atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan Hak Asasi Manusia 
yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Dan 
Majelis hakim harus diketuai oleh hakim dari Pengadilan Hak 
Asasi Manusia yang bersangkutan.
B.2 Penuntutan
Setelah perkara telah selesai melalui penyidikan dan 
dianggap sudah sempurna maka langkah berikutnya adalah 
berkas dilimpahkan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia oleh 
Jaksa Agung untuk diperiksa dan diputus.
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Jaksa Agung sebagai penuntut dalam perkara pelanggaran 
hak asasi manusia berat diatur dalam pasal 23 yakni :
(1) Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat dilakukan oleh Jaksa Agung;
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc 
yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.
 Menurut penjelasan dalam undang-undang nomor 26 
tahun 2000, yang dimaksud ”unsur masyarakat” adalah 
terdiri organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, 
lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan 
yang lain seperti perguruan tinggi. Sedangkan kata ”dapat” 
mengandung arti bahwa Jaksa Agung dalam mengangkat 
penuntut umum ad hoc dilakukan sesuai dengan kebutuhan 
saja. Penuntut Umum Ad Hoc dari unsur masyarakat 
diutamakan diambil dari mantan Penuntut Umum 
diperadilan umum atau Oditur Militer pada peradilan 
militer.
(3) Sebelum melaksanakan tugasnya penuntut umum ad 
hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya 
masing-masing.
(4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc 
harus memenuhi syarat :
• warga negara Republik Indonesia;
• berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun 
dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
• berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman 
sebagai penuntut umum;
• sehat jasmani dan rohani;
• berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
• setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945; dan
• memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak 
asasi manusia.
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Apabila persyaratan tersebut diatas telah terpenuhi, maka 
sebelum melaksanankan tugasnya maka penuntut umum ad 
hoc harus mengucapkan sumpah sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 26 yakni :
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa 
saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak 
langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun 
juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun 
kepada siapapun juga”.
 “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-
kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari 
siapapun juga suatu janji atau pemberian”.
 “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada 
dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila 
sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara 
Republik Indonesia”.
 “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan 
menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan 
obyektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan 
akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan 
kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi 
baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.
Dalam melakukan Penuntutan sebagaimana dimaksud 
diatas maka penuntut wajib melaksanakan tugas tersebut paling 
lambat dalam jangka waktu 70 (tujuh puluh) hari terhitung 
sejak tanggal hasil penyidikan diterima. Dalam melaksanakan 
tugas baik dalam tingkat penyidikan maupun pada tingkat 
penuntutan, pelaksanaan tugas tersebut dipantau oleh Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia seperti yang maksud pasal 25 
yakni : 
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 ”Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat 
meminta keterangan secara tertulis kepada jaksa Agung 
mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan 
perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat”.
Sedangkan Ketentuan jangka waktu penyelesaian dalam 
proses pemeriksaan di Pengadilan Hak asasi Manusia juga 
ditentukan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang 
Nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia 
sebagai berikut :
Pasal 31
 Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa 
dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling 
lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak 
perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.
Pasal 32
(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, 
maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam 
waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung 
sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.
(2)  Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) 
orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan 
Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad 
hoc.
(3)  Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 12 (dua 
belas) orang.
(4)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 
(1) dan ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30 juga berlaku 
bagi pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan 
Tinggi.
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Pasal 33
(1)  Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, 
perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu 
paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak 
perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.
(2)  Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 
5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung 
dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
(3)  Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
orang.
(4)  Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh 
Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(5)  Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
diangkat untuk satu kali masa jabatan selama 5 (lima) 
tahun.
(6)  Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada 
Mahkamah Agung harus memenuhi syarat :
a.  warga negara Republik Indonesia;
b.  bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.  berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) 
tahun;
d.  berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain 
yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
e.  sehat jasmani dan rohani;
f.  berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak 
tercela;
g.  setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945; dan
h. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang 
hak asasi manusia.
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Menurut pasal tersebut di atas, maka terdapat perbedaan 
dalam hal pengangkatan hakim ad hoc pada pengadilan HAM 
dengan pengangkatan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung.
Perbedaannya adalah hakim ad hoc pada Mahkamah 
Agung diangkat dengan persyaratan umur sekurang-kurangnya 
50 (lima puluh) tahun dan masa kerja selama lima tahun, hanya 
untuk satu kali masa jabatan, pengangkatan hakim ad hoc pada 
pengadilan HAM diusulkan oleh Mahkamah Agung dengan 
dikukuhkan oleh presiden, sedangkan hakim ad hoc pada 
Mahkamah Agung diangkat berdasarkan usulan dari Dewan 
Perwakilan Rakyat yang kemudian dikukuhkan oleh presiden.
C. KETENTUAN PIDANA
Ketentuan Pidana diatur didalam Bab VII pasal 36 Undang-
Undang nomor 26 tahun 2000 yakni :
 ”Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan 
paling singkat 10 (sepuluh) tahun”.
Yang dimaksud Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e adalah 
kejahatan genocida berupa menghancurkan atau memusnahkan 
seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, 
kelompok agama, dengan cara:
a.  membunuh anggota kelompok;
b.  mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat 
terhadap anggotaanggota kelompok;
c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan 
mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau 
sebagiannya;
d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah 
kelahiran di dalam kelompok; atau
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e.  memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok 
tertentu ke kelompok lain.
Pasal 9 juga telah menentukan perbuatan-perbuatan yang 
merupakan pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan yakni:
 “Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang 
dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau 
sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut 




d.  pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e.  perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan 
fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar 
(asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
f.  penyiksaan;
g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, 
pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi 
secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain 
yang setara;
h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau 
perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, 
ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin 
atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai 
hal yang dilarang menurut hukum internasional;
i.  penghilangan orang secara paksa; atau
j.  kejahatan apartheid.
Kejahatan apartheid adalah perbuatan tidak manusiawi 
dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang dimaksudkan 
untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau 
sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok 
agama, yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan 
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berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial 
atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan 
dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.
Atas pelanggaran terhadap pasal tersebut dikenai pidana 
sebagai berikut : 
Pasal 37
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan 
paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
Pasal 38
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 
5 (lima) tahun.
Pasal 39
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 
5 (lima) tahun.
Pasal 40
Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
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D. PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDAN 
MILITER
Selain pelaku langsung terhadap pelanggaran hak asasi 
manusia, seorang komandan militer atau seseorang yang secara 
efektif bertindak sebagai komandan militer juga dapt dimintai 
pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang berada 
di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh 
pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya 
yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya 
yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari 
tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :
a.  komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui 
atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui 
bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja 
melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
b.  komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan 
tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup 
kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan 
perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada 
pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan.
Secara hierarkis komandan pasukan itu dapat berupa 
Komandan Regu, Komandan Peleton, Komandan Kompi, 
Komandan Detasemen, Komandan Resimen, Panglima Daerah, 
Kepala Angkatan Staf, dan Panglima TNI.
Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, 
bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang 
berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, 
karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap 
bawahannya secara patut dan benar, yakni :
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a.  atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan 
informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan 
sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat; dan
b.  atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan 
diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk 
mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud diatas maka 
pelaku diancam dengan pidana yang sama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 
40 undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan 
HAM.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:
a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha 
Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam 
semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung 
jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-
Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan 
harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan 
lingkungannya;
b.  bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara 
kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan 
langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, 
dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau 
dirampas oleh siapapun;
c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban 
dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan 
terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
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d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan 
Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan 
hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan 
Dek1arasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang 
ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai 
instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia 
yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
e.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repoblik 
Indonesia Nomor XVIUMPR/I998 tentang Hak Asasi 
Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak 
Asasi Manusia;
Mengingat :
1.  Pasal 5 ayat ( 1 ), Pasal 20 ayat ( 1 ), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 
28, Pasa129, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 aya t(1 )
dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor XVII/MPR/I998 tentang Hak Asasi 
Manusia;
Dengan persetujuan




UNDANG - UNDANG  TENTANG
HAK ASASI MANUSIA




Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1.  Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang 
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 
makhlukTuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi 
oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 
manusia.
2.  Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban 
yang apabila hak  dilaksanakan, tidak memungkinkan 
terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
3.  Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau 
pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan 
pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, 
etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekomomi, 
jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat 
pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, 
pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun 
kolektif dalam bidang politik, ekonomi. hukum, sosial, 
budaya. dan aspek kehidupan lainnya.
4.  Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan 
sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan 
yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang 
untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari 
seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya 
atas suatu perbuatan yang lelah dilakukan atau diduga 
telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau 
mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga. 
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atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk 
diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut 
ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, 
atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.
5.  Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 
(delapan belas) tahun dan belum menikah, terrnasuk anak 
yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah 
demi kepentingannya.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan 
seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara 
baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian 
yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, 
membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang 
atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang 
ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan 
memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, 
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 
7.  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya 
disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang 
kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya 
yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, 
penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.




Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung 
tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagia 
hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari 
manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan 
demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, 
kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
Pasal 3
(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat 
manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan 
hati nurani untuk hidup berrnasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara dalam semangat persaudaraan.
(2) Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan 
dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian 
hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.
(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia 
dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
Pasal 4
Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan 
pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi danpersamaan 
di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak 
dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
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Pasal 5
(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak 
menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan 
yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di 
depan hukum.
(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan 
yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
(3) Setiap orang yang termasuk kelompk masyarakat yang 
rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan 
lebih berkenaan dengan kekhususannya.
Pasal 6
(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan 
dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus 
diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat,dan 
Pemerintah.
(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak 
atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan 
zaman.
Pasal 7
(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya 
hukum nasional dan forum internasional atas semua 
pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum 
Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi 
manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
(2) Ketentuan hukum internsional yang telah diterima negara 
Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia 
menjadi hukum nasional.
Pasal 8
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 
asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.
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BAB III





(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup 
dan meningkatkan taraf kehidupannya.
(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, 
sejahtera lahir dan batin.
(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat.
Bagian Kedua
Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
Pasal 10
(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan 
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak 
bebas calon 238 suami dan calon istri yang bersangkutan, 




Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya 
untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
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Pasal 12
Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan 
pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan 
dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi 
manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak 
mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.
Pasal 13
Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan 
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni 
dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan 
pribadinya, bangsa, danumat manusia.
Pasal 14
(I) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi 
dan lingkungan sosialnya.
(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 
dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
Pasal 15
Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak 
pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, 
untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
Pasal 16
Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial 
dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk 
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta 
menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.




Setiap orang. tanpa diskiriminasi, berhak untuk memperoleh 
keadilan dengan mengajukan permohonan. pengaduan, 
dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun 
administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas 
dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin 
pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk 
memperoleh putusan yang adil dan benar.
Pasal 18
(1)  Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena 
disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap 
tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara 
sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala 
jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau 
dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan 
perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak 
pidana itu dilakukannya.
(3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-
undangan, maka berlaku ketentuan yang paling 
menguntungkan bagi tersangka.
(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan 
hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya 
dalam perkara yang sama atas  suatu perbuatan yang telah 
memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap.
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Pasal 19
(1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam 
dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta 
kekayaan milik yang bersalah.
(2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh 
dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan 
ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam 
perjanjian utang-iutang.
Bagian Kelima
Hak Atas Kebebasan Pribadi
Pasal 20
(1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, 
perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun 
yang tujuannya serupa, dilarang.
Pasal 21
Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani 
maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh manjadi objek 
penelitian tanpa persetujuan darinya.
Pasal 22
(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan 
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 
itu.
(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu.
Pasal 23
(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai 
keyakinan politiknya.
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(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan 
dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, 
secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun 
elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, 
kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan 
negara.
Pasal 24
(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan 
berserikat untuk maksud maksud damai.
(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak 
mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat 
atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya 
pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan 
tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hakasasi 
manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 25
Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat 
di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 26
(1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, 
atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
(2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa 
diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber 
dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib 
melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 27
(1)  Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas 
bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah 
negara Republik Indonesia.
(2)  Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan 
masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Hak atas Rasa Aman
Pasal 28
(1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh 
perlindungan politik dari negara lain.
(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku 
bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik atau 
perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip 
Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal 29
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
(2)  Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum 
sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
Pasal 30
Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta 
perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat 
atau tidak berbuat sesuatu.
Pasal 31
(1)  Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.
(2)  Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat 
kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan 
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kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan 
dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
Pasal 32
Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat 
termasuk hubungan  komunikasi melalui sarana elektronika 
tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kakuasaan 
lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Pasal 33
(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, 
penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, 
merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. 
(2)  Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa 
dan penghilangan nyawa. 
Pasal 34
Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, 
dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
Pasal 35
Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat 
dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang 
menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak 





(1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun 
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bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan 
dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang 
tidak melanggar hukum.
(2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan 
sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
(3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.
Pasal 37
(1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan 
umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian 
yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum 
demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak 
diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk 
sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti 
kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan kecuali ditentukan lain.
Pasal 38
(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan 
kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan 
yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat 
ketenagakerjaan yang adil.
(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan 
pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak 
atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
(4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan 
pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya 
berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan 
dapat menjarmin kelangsungan kehidupan keluarganya.
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Pasal 39
Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja 
dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi 
melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 40
Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta 
berkehidupan yang layak.
Pasal 41
(1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang 
dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan 
priadinya secara utuh.
(2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita 
hamil, dan anak-anak,  berhak memperoleh kemudahan 
dan perlakuan khusus.
Pasal 42
Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan 
atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, 
pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin 
kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, 
meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi 
dalam kehidupan bennasyarakat, berbangsa, dan bemegara.
Bagian Kedelapan
Hak Turut Serta dalam Pemerintahan
Pasal 43
(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih 
da1am pemilihan umum berdasarkan persamaan hak 
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melaui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemeerintahan 
dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang 
dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan 
pemerintahan.
Pasal 44
Setiap orang baik sendiri maupun besama-sama berhak 
mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan 
atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan 
pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan 





Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi 
manusia.
Pasal 46
Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota 
badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, 
yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai 
persyaratan yang ditentukan.
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Pasal 47
Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria 
berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti 
status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk 
mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status 
kewarganegaraannya.
Pasal 48
Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan 
pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai 
dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Pasal 49
(1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam 
pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan 
dan peraturan perundang-undangan.
(2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus 
dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap 
hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau 
kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
(3) Hak khusus yangmelekat pada diri wanita dikarenakan 
fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.
Pasal 50
Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak 
untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan 
lain oleh hukum agamanya.
Pasal 51
(1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai 
hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya 
atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan 
perkawinannya. hubungan dengan anak-anaknya, dan hak 
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pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
(2) Setelah putusnya perkawinan. seorang wanita mempunyai 
hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan 
suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-
anaknya. dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi 
anak.
(3) Setelah putusnya perkawinan. seorang wanita mempunyai 
hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal 
yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi 





(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, 
keluarga, Masyarakat, dan negara.
(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya 
hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan 
sejak dalam kandungan.
Pasal 53
(1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, 
mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf 
kehidupannya.
(2) Setiap anak sejak kelahirannya. berhak atas suatu nama dan 
status kewarganegaraan.
Pasal 54
Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak 
memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan. dan bantuan 
khusus atas biaya negara. untuk menjamin kehidupannya 
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sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan 
kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bemegara.
Pasal 55
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, 
berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas 
dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
Pasal 56
(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, 
dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
(2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan 
dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan 
Undang-undang ini. maka anak tersebut boleh diasuh 
atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Pasal 57
(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara dirawat, 
dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya 
sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat 
atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua 
orang tua telah meninggal sebagai orang tua.
(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua 
yang sesungguhnya.
Pasal 58
(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan 
hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental. 
penelantaran. perlakuan buruk, dan pelecehan seksual 
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selama dalam pengasuhan orang tua atau waljnya, atau pihak 
lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan
(2) Dalam hal orang tua. wali, atau pengasuh anak melakukan 
segala bentuk  penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, 
perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk 
pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang 
seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan 
hukuman.
Pasal 59
(1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang 
tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, 
kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang 
menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan 
terbaik bagi anak.
(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak 
anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan 
pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin 
oleh Undang-undang.
Pasal 60
(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan 
pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai 
dengan minat, bakal, dan tingkat kecerdasannya.
(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan 
informasi sesuai dengan tingkat intelektualilas dan usianya 
demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-
nilai kesusilaan dan kepatutan.
Pasal 61
Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak 
yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan 
minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan 
dirinya.
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Pasal 62
Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan 
dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik 
dan mentap spiritualnya.
Pasa163
Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam 
peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, 
dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
Pasal 64
Setiap anak berhak untuk memperoleh per1indungan 
dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan 
yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu 
pendidikan, kesehatan fisik, moral. kehidupan sosial, dan 
mental spiritualnya.
Pasal 65
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan 
dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, 
perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan 
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Pasal 66
(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran 
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang 
tidak manusiawi.
(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat 
dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya 
secara melawan hukum.
(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya 
boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan 
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hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir .
(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak 
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan 
memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai 
dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, 
kecuali demi kepentingannya.
(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh 
baittuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam 
setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk 
membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan 
Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang 
tertutup untuk umum.




Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia 
wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak 
tertulis, dan hukum intemasional mengenai hak asasi manusia 
yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
Pasal 68
Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 69
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang 
lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara.
(2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban 
dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang 
lain serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, 
melindungi, menegakkan, dan memajukannya.
Pasal 70
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-
undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 
demokratis.
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BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
Pasal 71
Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, 
melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia 
yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-
undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi 
manusia yang.diterima oleh negara Republik Indonesia.
Pasal 72
Kewajibandan tanggungjawab pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang 
efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, 




Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang – undang 
ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, 
semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan 
terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, 
kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.
Pasal 74
Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini 
boleh diartikan bahwa Pemerintah. partai, golongan atau 
pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak. Atau 
menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang 
diatur dalam Undang-undang ini.
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BAB VII
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Pasal 75
Komnas HAM bertujuan :
a.  mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan 
hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang 
Dasar 1945. dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
b.  meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi 
manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia 
seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam 
berbagai bidang kehidupan.
Pasal 76
(1)  Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan 
fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan. pemantauan, 
dan mediasi tentang hakasasi manusia. 
(2) Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang 
profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati 
cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang 
berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan 
kewajiban dasar manusia.
(3)  Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik 
Indonesia.
(4)  Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.
Pasal 77
Komnas HAM berasaskan Pancasila.
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Pasal 78
(1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari :
a.  sidang paripurna; dan 
b.  sub komisi.
(2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal 
sebagai unsur pelayanan.
Pasal 79
(1) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi 
Komnas HAM.
(2) Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas 
HAM.
(3) Sidang Paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, 
Program Kerja, dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.
Pasal 80
(1) Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh 
Subkomisi.
(2) Ketentuan mengenai Subkomisi diaturdalamPeraturan Tata 
Tertib Komnas HAM.
Pasal 81
(1) Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif 
bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.
(2)  Sekretariat Jenderal dipimpin olehSekretaris Jenderal 
dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro.
(3)  Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri 
yang bukan anggota Komnas HAM.
(4)  Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna dan 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(5)  Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi 
Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
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Pasal 82
Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi 
ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas 
HAM.
Pasal 83
(1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) 
orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan 
diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
(2) Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) 
orang Wakil Ketua.
(3) Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan 
dari Anggota.
(4) Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama5 (lima) 
tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya 
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 84
Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM 
adalah Warga Negara Indonesia yang :
a.  memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan 
melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi 
manusianya;
b.  berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau 
pengemban profesi hukum lainnya;
c.  berpengalaman di bidang legislatif. eksekutif. dan lembaga 
tinggi negara; atau
d. merupakan tokoh agama. tokoh masyarakat, anggota lembaga 
swadaya masyarakat. dan kalangan perguruan tinggi.
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Pasal 85
(1) Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan 
berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(2) Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai 
anggota karena :
a.  meninggal dunia;
b.  atas permintaan sendiri;
c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota 
tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun 
secara terus menerus;
d.  dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana 
kejahatan; atau
e.  melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang 
diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan 
martabat dan reputasi, dan atau mengurangi 
kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.
Pasal 86
Ketentuan mengenai tata cara pemilihan. pengangkatan. 
serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM 
ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.
Pasal 87
(1) Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban :
a. menaati ketentuan peraturan perundang-unangan yang 
berlaku dan keputusan Komnas HAM.
b.  berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk 
tercapainya tujuan Komnas HAM; dan
c.  menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya 
merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh 
berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
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(2) Setiap Anggota Komnas HAM berhak :
a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang 
Paripuma dan Subkomisi;
b.  memberikan suara dalam pengambilan keputusan 
Sidang Paripuma dan Subkomisi;
c.  mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil 
Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripuma; dan
d.  mengajukan bakal ca]on Anggota Komnas HAM 
dalam Sidang Paripuma untuk. pergantian periodik 
dan antar waktu.
Pasal 88
Ketentuan lebih ]anjut mengenai kewajiban dan hak 
Anggota Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya 
ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.
Pasal 89
(1)  Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM da]am 
pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang 
melakukan:
a.  pengkajian dan penelitian berbagai instrumen 
intemasional hak asasi manusia dengan tujuan 
memberikan saran-saran mengenai kemungkinan 
aksesi dan atau ratifikasi;
b.  pengkajian dan penelitian berbagai peraturan 
perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi 
mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
hak asasi manusia;
c.  penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
d.  studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding 
di negara lain mengenai hak asasi manusia;
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e.  pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan 
perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi 
manusia; dan 
f.  kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, 
lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, 
regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi 
manusia.
(2)  Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam 
penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, 
Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
a.  penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia 
kepada masyarakat Indonesia;
b.  upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak 
asasi manusia mela]ui lembaga pendidikan formal dan 
nonformal serta berbagai kalangan lainnya; dan
c.  kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak 
lainnya, baik ditingkat nasional, regional, maupun 
internasional dalam bidang hak asasi manusia;
(3)  Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAMdalam 
pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, 
Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
a.  pengamatan pe]aksanaan hak asasi manusia dan 
penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang 
timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau 
lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak 
asasi manusia;
c.  pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban 
maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan 
didengar keterangannya;
d.  pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar 
kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta 
menyerahkan bukti yang diperlukan;
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e.  peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya 
yang dianggap perlu;
f.  pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan 
keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen 
yang diper]ukan sesuai dengan aslinya dengan 
persetujuan Ketua Pengadilan;
g.  pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, 
bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki 
atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua 
Pengadilan; dan
h.  pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua 
Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang 
dalam proses peradilan. Bilamana dalam perkara 
tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam 
masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan 
yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut 
wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
(4)  Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM 
bertugas dan berwenang melakukan:
a.  perdamaian kedua belah pihak;
b.  penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, 
mediasi, konsiliasi. Dan penilaian ahli;
c.  pemberian saran kepada para pihak untuk 
menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
d.  penyampaian rekomendasi atas suatu kasus 
pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah 
untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
e.  penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran 
hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
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Pasal 90
(1)  Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki 
alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat 
mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada 
Komnas HAM.
(2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila 
disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan 
atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
(3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka 
pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak 
yang hak asasinya dilanggar sebagai korban. Kecuali 
untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan 
pertimbangan Komnas HAM.
(4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana 
dimaksud dalam ayat  (3) meliputi pula pengaduan melalui 
perwakilkan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang 
dialami oleh kelompok masyarakat.
Pasal 91
(1)  Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak 
dilakukan atau dihentikan apabila:
a.  tidak memiliki bukti awal yang memadai;
b.  materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak 
asasi manusia;
c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata 
tidak ada kesungguhan dari pengadu;
d.  terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi 
penyelesaian materi pengaduan; atau
e.  sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum 
yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
(2) Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak 
melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata 
Tertib Komnas HAM.
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Pasal 92
(1)  Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna 
melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan 
atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, 
Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan 
identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti 
lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau 
pemantauan.
(2) Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan 
atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau 
bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan 
dengan materi pengaduan atau pemantauan.
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan 
pada pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau 
bukti lainnya tersebut dapat;
a.  membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
b.  membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
c.  membahayakan keselamatan perorangan;
d.  mencemarkan nama baik perorangan;
e. membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib 
dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan 
Pemerintah;
f.  membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam 
proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu 
perkara pidana;
g.  menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap 
masalah yang ada; atau
h.  membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia 
dagang.
Pasal 93
Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan 
secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.
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Pasal 94
(1)  Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang 
terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf 
c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.
(2)  Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
tidak dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka 
bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.
Pasal 95
Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap 
atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM 
dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan 
panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
Pasal 96
(1)  Penyelesaian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 89 ayat 
(4) huruf a dan b, dilakukan  oleh Anggota Komnas HAM 
yang ditunjuk sebagai mediator. 
(2)  Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani 
oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator .
(3)  Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara 
hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah. 
(4)  Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah 
satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam 
keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat memintakan 
kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut 
dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan 
kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa”.
(5)  Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4).
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Pasal 97
Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan 
tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta 
kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan 
Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.
Pasal 98
Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 99
Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan 
wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur Iebih lanjut 




Setiap orang, keIompok, organisasi politik, organisasi 
masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga 
kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi daIam 
perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
Pasal l0l
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi 
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga 
kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas 
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM 
atau lemhaga lainyang berwenang dalam rangka perlindungan, 
penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
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Pasal l02
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi 
masyarakat, lembaga, swadaya masyarakat, atau lembaga 
kemasyarakan lainnya, berhak untuk, mengajukan usaha 
mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak 
asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.
Pasal l03
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi 
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, 
lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara 
sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan Komnas HAM 
dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan 
informasi mengenai hak asasi manusia.
BAB IX
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
Pasal l04
(1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan 
Peradilan Umum.
(2) Pengadilan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dibentuk 
dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 
( empat) tahun.
(3)  Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus 
pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.




(1)  Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan 
tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-
undang ini.
(2)  Pada saat berlakunya Undang-undang ini :
a.  Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan 
Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai 
Komnas HAM menurut Undang-undang ini;
b.  Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih 
tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, 
berdasarkan undang-undang ini sampai ditetapkannya 
keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan
c.  semua permasalahan yang sedang ditangani 
olehKomnas HAM tetap dilanjutkan penyelesaiannya 
berdasarkan Undang-undang ini.
(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya 
Undang-undang ini susunan organisasi, keanggotaan, 
tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus 




Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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